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ABSTRAK

Peran Moderasi Islam Terhadap Rekonsiliasi Antar Kelompok dan Sikap
Toleran Muslim pada non-Muslim

Esti Zaduqisti, & Amat Zuhri

Kata kunci : Moderasi Islam, Toleransi, Rekonsiliasi

Islamic moderateness is said to be one of the key factors that contribute to the
promotion of peace in Muslim societies. We present an empirical study conducted in
Indonesia (N = 299) that assessed Islamic political moderateness and examined its role in
fostering Muslims’ tolerance towards non-Muslims, as well as the first group’s support for
making reconciliation with the latter group. We found as predicted that Islamic political
moderateness was a positive predictor of outgroup tolerance, because of the role it had in
enhancing the sense of national identity as a higher order  identity vis-à-vis Islamic identity
(i.e., higher order nested identity). Outgroup tolerance positively predicted and, in turn,
mediated the role of Islamic political moderateness in enhancing Muslims’ reconciliatory
tendencies, inncluding feelings of collective guilt and shame, intergroup trust and perspective-
taking, intergroup cooperation, willingness to apologise, as well as support for intergroup
empowerment and reparative actions. These findings suggest the benefit of Islamic political
moderateness to drive Muslims to appreciate the existence of non-Muslims. We discuss these
empirical findings in terms of theoretical implications, research limitations and practical
implications.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu radikalisme belakangan ini menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan,

mulai dari media, ilmuwan dan peneliti, sampai dengan masyarakat awam. Sebagai

sebuah fakta sosial, radikalisme sebenarnya tidak sebatas terkait dengan agama, tetapi

juga dengan domain lain seperti separatisme dan aliran ideologi politik kanan maupun

kiri (Doosje, Moghaddam, Kruglanski, de Wolf, Mann, & Feddes, 2016). Dalam domain

agama, radikalisme sebenarnya bukan monopoli Islam semata. Hal ini disebabkan karena

agama-agama arus utama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Buddha juga bisa atau tidak

imun terpengaruh oleh radikalisme. Akan tetapi, radikalisme Islam menjadi sorotan

akibat dari keberadaan sejumlah kelompok atau organisasi ekstrim dan aksi terorisme

mereka seperti Al Qaeda, Boko Haram, dan ISIS (Esposito & Mogahed, 2007; Hoft,

2015). Di Indonesia sendiri, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut

Tauhid (JAT) adalah kelompok teroris yang masih aktif dan terus melancarkan aksi-aksi

brutal mereka (Fair, Hwang, & Majid, 2018).

Radikalisme agama memang tidak terkait langsung dengan terorisme, seperti

tersirat dalam pernyataan bahwa teroris kemungkinan besar adalah seorang yang radikal,

tetapi tidak semua orang radikal otomatis adalah seorang teroris (Sugiono,

2011).Meskipun demikian, ada kesepakatan secara akademis bahwa radikalisme adalah

pemantik kuat dibandingkan dengan faktor-faktor lain dalam menimbulkan terorisme

(Lombardi dkk, 2014). Menyadari dan mengetahui potensinya dalam memantik

terorisme, peneliti dari berbagai macam displin ilmu telah tertarik untuk menyelidiki

radikalisme Islam dengan tujuan untuk mencari cara-cara ataupun strategi praktis yang

efektif untuk meredamnya (Soliman, Bellaj, & Khelifa, 2016).
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Indonesia adalah negara terbesar di dunia dalam hal populasi Muslim. Sensus

terakhir pada tahun 2010 melaporkan bahwa lebih dari 87% orang Indonesia menyatakan

diri sebagai Muslim, 9,87% Kristen, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, sementara 0,56%

mempraktikkan agama lain ("Penduduk Indonesia", 2019). Pemerintah Indonesia secara

resmi mengakui enam agama, yaitu, Islam, Protestan, Katolik Roma, Budha, Hindu, dan

Konfusianisme (Heriyanto, 2017). Secara historis, Muslim Indonesia moderat

sebagaimana dibuktikan dalam keputusan politik para pendiri untuk menetapkan

Pancasila (yaitu, lima Pilar, dengan yang pertama menyatakan satu Dewa Tertinggi)

sebagai ideologi nasional yang inklusif selain dari ideologi eksklusif Hukum Syariah.

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammdaiyah,

ikut mendukung Pancasila sejak awal hingga sekarang. Meskipun inklusif, ideologi

nasional Indonesia tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi konflik agama dan

kekerasan. Contoh paling terkenal adalah konflik sektarian di Kepulauan Maluku, bagian

timur Indonesia. Konflik ini mengadu domba Muslim dengan umat Kristen dari tahun

1999 hingga 2002, dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan dan ratusan ribu orang

terlantar (Duncan, 2014). Selain itu, sejak dekade terakhir telah ada tren yang

berkembang baik ide-ide radikal atau kelompok-kelompok radikal yang bercita-cita

untuk mengganti Pancasila dengan Hukum Syariah, untuk mendirikan negara Islam

(Mubarok & Hamid, 2018). Dalam keadaan ini, tidak mengherankan bahwa intoleransi

Muslim terhadap non-Muslim terus meningkat. Dari intimidasi dan diskriminasi dan

bahkan serangan teror, non-Muslim di Indonesia telah menghadapi dan mengalami

berbagai kesulitan (Mietzner, 2018). Akibatnya, masyarakat internasional mengkritik

Indonesia dan mempertanyakan reputasinya sebagai negara Muslim yang moderat dan

toleran (Menchik & Trost, 2018).
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Untuk meredam radikalisme, Di Indonesia khususnya (Suharto, 2014) dan di

negara-negara lain seperti Malaysia (Hanapi, 2014), moderasi Islam banyak diteliti

dalam sebatas wacana akademis. Dengan demikian, belum ada penelitian empiris yang

membuktikan sejauhmana moderasi Islam efektif untuk mengatasi radikalisme beragama

di kalangan Muslim. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merinci

sepuluh nilai atau prinsip moderasi Islam (Amin, 2015; Karni, 2015), yang

diargumentasikan efektif sebagai solusi untuk mempromosikan Islam yang damai dan

mengatasi radikalisme beragama di kalangan Muslim di negeri ini. Literatur yang ada

(misal Huda, 2006; dan Staub, 2007) mengemukakan bahwa mempromosikan Islam

moderat dapat menjadi salah satu strategi kunci untuk mendorong tindakan non-

kekerasan Muslim terhadap non-Muslim. Namun, belum ada penelitian psikologis yang

secara empiris menguji mekanisme psikologis dimana moderatisme Islam memainkan

peran tersebut, terlebih lagi dalam kaitannya dengan toleransi dan rekonsiliasi konflik

antar penganut agama di dunia. Untuk mengisi kesenjangan ini, penelitian ini berfokus

pada sikap moderat Muslim dalam memprediksi atau mempromosikan toleransi muslim

terhadap non-Muslim sehingga  pada akhirnya juga memprediksi kecenderungan

rekonsiliasi kelompok pertama (muslim) terhadap kelompok yang terakhir (non muslim).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar-belakang di atas, penelitian ini mengajukan tiga permasalahan:

(1) “apakah moderasi Islam akan menjadi prediktor positif toleransi umat Islam terhadap

non-Muslim?”, (2) “apakah peran moderat Islam dalam memprediksi secara positif

toleransi umat Islam terhadap non-Muslim akan dimediasi oleh nested-identity?”, (3)

“apakah rekonsiliasi Muslim terhadap non-Muslim akan diprediksi secara positif oleh
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toleransi outgroup?” dan apakah toleransi outgroup akan memediasi hubungan positif

antara moderasi Islam dan rekonsiliasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rincian permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini

memiliki tiga tujuan: (1) menganalisis moderasi Islam yang akan menjadi prediktor

positif toleransi umat Islam terhadap non-Muslim, (2) menganalisis peran moderat Islam

dalam memprediksi secara positif toleransi umat Islam terhadap non-Muslim akan

dimediasi oleh nested-identity, (3) “menganalisis rekonsiliasi Muslim terhadap non-

Muslim yang akan diprediksi secara positif oleh toleransi outgroup dan sekaligus

toleransi outgroup yang akan memediasi hubungan positif antara moderasi Islam dan

rekonsiliasi.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sejumlah signifikansi, baik yang

bersifat akademis- teoretis maupun praktis. Signifikansi akademis-teoretis penelitian ini

terkait dengan konstruksi atau penyusunan moderasi Islam sebagai skala atau alat-ukur

baru yang teruji secara psikometris, baik dari segi validitas maupun reliabilitasnya.

Sementara itu, signifikansi praktis penelitian ini dikaitkan dengan harapan untuk

menginternalisasikan prinsip-prinsip atau nilai nilai moderasi Islam ke dalam dakwah

atau kurikulum pendidikan untuk meredam radikalisme beragama. Signifikansi praktis

kedua adalah harapan untuk menerapkan langkah-langkah konkrit untuk mengurangi

sikap sikap intoleran dan meningkatkan rekonsiliasi terhadap kelompok lain, sebagai

efek dari sikap moderasi Islam.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Dalam literatur, moderasi Islam atau Islam moderat disebut dengan istilah Islam

Wasattiyah, yang dipopulerkan oleh pemikir-pemikir Islam seperti Rashid Rida dan
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Yusuf al-Qaradawi (Islam & Khatun, 2015). Akan tetapi, terlepas dari popularitasnya,

moderasi Islam belum pernah diuji secara empiris dalam penelitian sebelumnya. Belum

ada skala baku untuk menilai dan mengukur moderasi Islam dan perannya sebagai

prediktor dalam mengurangi radikalisme beragama di kalangan Muslim. Salah satu

prinsip dari moderasi Islam menurut Amin (2015) dan Karni (2015) adalah tasamuh,

yaitu mengakui dan menghargai keragaman, yang terkait dengan aspek keagamaan

maupun aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan

bahwa moderasi Islam akan berperan signifikan dalam mereduksi radikalisme beragama.

Sebuah penelitian komprehensif sebelumnya yang dilakukan oleh Soliman dkk (2016)

mengungkap sejumlah prediktor yang memantik radikalisme beragama (lawannya dari

moderasi islam) di kalangan Muslim di Mesir. Prediktor-prediktor ini mencakup baik

faktor individual maupun sosial, yang pada intinya mengerucut pada  intoleransi terhadap

orang atau kelompok lain.

Penjelasan secara teoritis dapat dipaparkan bahwa salah satu aspek dari moderasi

Islam adalah moderatitas politik Islam. moderatitas politik Islam meningkatkan perasaan

umat Islam bahwa identitas nasional harus ditempatkan secara hierarkis lebih tinggi

daripada identitas Islam. Jika rasa identitas  nasional ini tinggi, maka pada gilirannya

akan menumbuhkan toleransi kelompok luar Muslim. Atas dasar ini, maka

kecenderungan rekonsiliasi kelompok agama ini dalam hubungannya dengan non-

Muslim kemudian muncul. Latar belakang kontekstual yang kami gunakan untuk

memverifikasi ide-ide ini adalah Indonesia, negara multi-agama yang saat ini sangat

membutuhkan promosi moderat Islam. Dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia,

dengan ragam identitas agamanya, membasmi dan mencegah konflik antar kelompok dan

kekerasan bukanlah upaya sepele. Ini khususnya kasus ketika masyarakat memiliki

sejarah konflik agama yang berkepanjangan (Pearce, 2005). Terhadap latar belakang ini,
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tindakan oleh pemerintah seringkali gagal dalam mengatasi masalah (Knox & Quirk,

2000) ketika konflik bertahun-tahun menumbuhkan emosi negatif seperti kemarahan dan

balas dendam, serta orientasi kognitif negatif seperti ketidakpercayaan dan menjadi

korban (Bruneau & Saxe , 2012; Halperin, 2011). Untuk menghadapi konflik dan

kekerasan antar kelompok, rekonsiliasi sangat relevan. Rekonsiliasi dalam hal ini

memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih untuk mengembangkan emosi konstruktif,

orientasi kognitif, dan tindakan yang saling menguntungkan, untuk mengubah konflik

antar kelompok dan kekerasan menjadi perdamaian (Bar-Tal & Bennink, 2004; Kelman,

2004; Nadler, Malloy, & Fisher, 2008 ). Menerapkan ide-ide ini ke dalam konteks

hubungan antara Muslim dan non-Muslim, penelitian saat ini meneliti bagaimana sikap

moderasi Islam Islam memiliki potensi untuk mendorong umat Islam lebih toleran

terhadap non-muslim, dan lebih bersedia untuk mendamaikan konflik mereka dengan

non-Muslim.

F. Kajian Teori

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dilandaskan pada dua teori utama.

Pertama adalah theory of planned behavior (Ajzen, 1991) dan juga versi ekstensinya

(Moons & De Pelsmacker, 2015). Theory of planned behaviour pada dasarnya

mengasumsikan bahwa niat atau intensi (intension) adalah prediktor terkuat perilaku

(behaviour), sementara niat diprediksi oleh sikap (attitude). Versi ekstensi dari teori ini

menambahkan konstruk emosi (emotion), bersama dengan sikap, sebagai prediktor niat

atau intensi.  Sikap dan emosi, mengacu pada kedua teori tersebut selanjutnya diprediksi

secara langsung oleh sistem keyakinan (belief systems). Teori kedua adalah value-belief-

norm theory (Stern, 2000), yang mengasumsikan bahwa nilai (value) atau prinsip

kehidupan merupakan konstruk atau variabel yang memprediksi sistem keyakinan.
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Dalam konteks penelitian ini, moderasi Islam dispesifikan pada moderat politik

Islam sebagai salah satu kategori dari dua kategori besar yang dikemukakan oleh Hilmy

(2013) dan Kamali (2015), dimana yang menjadi kategori pertama adalah komponen

kognitif yang berkaitan dengan pola pikir atau mentalitas untuk menggunakan cara

berpikir rasional, termasuk pendekatan kontekstual dan bukan tekstual dalam memahami

Islam. Yang kedua adalah komponen konatif atau perilaku yang berkaitan dengan, antara

lain, penyebaran Islam secara damai dan penerimaan terhadap cara hidup modern (mis.,

Demokrasi, hak asasi manusia, ilmu pengetahuan). Penelitian ini berfokus pada moderat

politik Islam yang termasuk dalam kategori kedua. Secara teori moderat politik Islam

pada khususnya (Achilov & Sen, 2017) dapat mempromosikan toleransi umat Islam

terhadap non-Muslim.

Dalam konteks hubungan mayoritas-minoritas, Weldon (2006) mengusulkan dua

kategori dasar toleransi kelompok luar, yaitu, toleransi politik dan toleransi sosial.

Toleransi politik mengacu pada pengakuan mayoritas bahwa kelompok minoritas

memiliki hak politik dasar yang sama dengan kelompoknya. Hak-hak politik termasuk

kebebasan beragama, kebebasan berbicara, persamaan di depan hukum, kebebasan

berserikat, dan untuk menjadi kandidat dalam pemilihan politik. Toleransi sosial

mengacu pada keinginan aktual dari mayoritas untuk menerima minoritas sehingga

mayoritas tidak menolak hidup berdampingan, menjalin persahabatan dan kerja sama

dengan minoritas, terlepas dari perbedaan antarkelompok di antara keduanya.

Nested-Identity menunjukkan sejauh mana identitas tertentu tertanam dengan

identitas lain (Brewer, 1995). Nested-identity dapat dijelaskan dalam hal identitas tingkat

rendah dan tinggi, menggunakan dimensi vertikalitas atau inklusivitas (Ashfort &

Johnson, 2001; Medrano & Gutiérrez, 2014). Vertikalitas berkonotasi dengan hierarki

nested-identity di mana identitas tingkat tinggi ditempatkan di atas identitas urutan
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bawah. Inklusivitas berkonotasi bagaimana identitas tingkat tinggi mencakup identitas

tingkat rendah. Aksoy (2017) menjelaskan bahwa nested-identity tingkat tinggi

berpotensi dalam meningkatkan toleransi terhadap kelompok lain, mengingat perannya

dalam mengurangi proyeksi ingroup. Sebagaimana diteorikan dan ditemukan oleh

Waldzus, Mummendey, Wenzel, dan Weber (2003), penurunan proyeksi ingroup

menghasilkan sikap yang lebih toleran terhadap ingroup (mis., Jerman) terhadap

outgroup (mis., Polandia). Dalam konteks penelitian saat ini, maka dapat diprediksikan

semakin banyak Muslim melihat bahwa identitas nasional mereka harus ditempatkan

sebagai identitas tingkat tinggi dalam hubungannya dengan identitas Islam mereka

(nested-identity tingkat tinggi), semakin besar kemungkinan mereka toleran terhadap

non-Muslim. Muslim. Seperti yang dikemukakan di atas, Achilov dan Sen (2017)

mengkarakteristikkan Muslim yang secara politis moderat sebagai Muslim yang

mendukung ide-ide yang sangat inklusif tentang Islam politik, yaitu, dukungan untuk

hak-hak sipil dan politik masyarakat, serta akomodasi untuk implementasi hukum

Syariah yang tidak arbitrer.

Moderasi Islam dalam aspek politik tersebut diatas juga diprediksi memfasilitasi

kecenderungan rekonsiliasi antar kelompok Muslim sehingga mereka dapat

mengembangkan emosi, kognisi, dan perilaku konstruktif terhadap non-Muslim.

Rekonsiliasi antarkelompok dapat dianggap sebagai hasil dan proses (Bar-Tal &

Bennink, 2004). Sebagai hasilnya, manifestasi utama dari rekonsiliasi antar kelompok

adalah perdamaian positif, yaitu perdamaian yang stabil dan tahan lama yang tidak

mudah berubah menjadi lingkaran setan konflik dan kekerasan antarkelompok (Biton &

Salomon, 2006). Dari keterkaitan teori yang diejalskan diatas, maka dapat digambarkan

kerangka berpikir sebagaimana tercantum dalam gambar 1.
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Gambar 1. Hubungan antara Moderasi Islam, Toleransi Terhadap Kelompok Lain, Nested Identity, dan Rekonsiliasi Terhadap Non Muslim.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana setiap konstruk atau variabel

diukur melalui skala. Hasil pengukuran masing masing variabel ini kemudian dianalisis

secara statistik menggunakan SPSS 18. Secara lebih spesifik, hubungan antar variabel

penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam gambar atau diagram skema pemikiran

akan diuji menggunakan PROCESS macro dari Hayes (2013) yang terinstall di dalam

SPSS 18.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Muslim di IAIN Pekalongan

(dengan jumlah kurang lebih 6000 mahasiswa. Sementara sampel penelitian dibatasi

pada mahasiswa muslim dari sejumlah program studi dalam lingkup IAIN Pekalongan.

Sampel penelitian ditarik secara non-random, menggunakan metode convenience

sampling (Gravetter & Forzano, 2015) dimana sampel didapatkan atas dasar kesediaan

mahasiwa untuk berpartisipasi dalam penelitian dengan mengisis kuesinoer yang

diberikan. Sedang jumlah sampel yang digunakan adalah 299 mahasiswa. (Krejcie &

Morgan, 1970). Batas yang ditentukan oleh Krejcie & morgan untuk populasi 5000-

10.000, maka sampelnya minimal 272.

3. Instrumen  dan variabel Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket atau kuesioner yang

terdiri dari sejumlah skala untuk mengukur masing-masing variabel. Skala pertama

adalah untuk mengukur moderasi Islam pada aspek politik. Skala kedua adalah skala

untuk toleransi kepada kelompok luar. Skala ketiga adalah skala untuk mengukur

rekonsiliasi terhadap kelompok luar.
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4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari tiap-tiap tahap penelitian akan dianalisis secara kuantitif.

Untuk analisis kuantitatif yang deskriptif, penelitian ini akan menggunakan SPSS 18 for

Windows. Untuk analisis kuantitatif yang bersifat hipotetis, penelitian ini akan

menggunakan Mplus version 7 (Muthén &  Muthén,  1998–2015). Secara lebih khusus,

Mplus version 7akan digunakan untuk menguji model hubungan antar variabel,

sebagaimana dirinci dalam Gambar 1 dan 2, melalui perantara structural equation

modelling (SEM; Wang & Wang, 2012).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika  penulisan laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah

pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kajian riset terdahulu, kajian teori, metode dan  sistematika penulisan. Bab kedua adalah

landasan teori yang mengkaji tentang Moderasi Islam, Toleransi kepada kelompok luar,

dan Kecenderungan rekonsiliasi terhadap Kelompok Lain, Hubungan antar variabel

penelitian dan hipotesis. Bab ketiga adalah hasil penelitian terkait dengan masing masing

variabel, diawali dengan memaparkan hasil uji instrument penelitian, deskripsi Hasil

Penelitian, dan Hasil uji Hipotesis. Bab keempat adalah pembahasan yang terdiri dari

pembahasan hasil uji hipotesis 1,  pembahasan hasil uji hipotesis 2, dan pembahasan

hasil uji hipotesis 3. Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

MODERASI ISLAM, TOLERANSI, DAN REKONSILIASI TERHADAP

KELOMPOK LAIN

A. Moderasi Islam

1. Pengertian Moderasi Islam

Secara etimologi, modserat pertama selalu menghindarkan perilaku atau

pengungkapan yang ekstrem; dan kedua berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan

tengah (KBBI, https://kbbi.web.id/moderat). Oleh karena itu moderasi Islam dapat

definisikan sebagai pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah

dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap

yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain

seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang

berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya (Amin, 2014).

Menurut Mohammad Hashim Kamali (2015: 9), Moderat dalam Bahasa Arabnya

adalah wasatiyyah yang memiliki beberapa sinonim, di antaranya: tawassuṭ, i’tidal,

tawazun, iqtiṣād. Oleh karena itu moderat dapat diartikan sebagai sikap memilih posisi

tengah di antara dua ekstremitas. kebalikan dari wasaṭiyyah adalah taṭarruf, yang berarti

menunjukkan "kecenderungan menuju pinggiran” yang  dikenal sebagai

ekstrimisme,""Radikalisme," dan "berlebihan." Makna lain dari wasatiyyah adalah

“pilihan terbaik”, seperti dalam Hadis Nabi yang artinya: “Sebaik-baik perkara adalah

tengah-tengahnya”. Wasaṭiyyah juga menandakan kekuatan, seperti matahari pada waktu

siang, yang merupakan posisi terpanas dibandingkan dengan awal atau akhir hari. Wasat
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juga dapat dianalogikan dengan usia muda seseorang yang menempati posisi tengah

antara kelemahan masa kecil dan masa tua.

Dudung Abdur Rahman (2019) menjelaskan bahwa kata wasath pada mulanya

menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi seperti pusat lingkaran

(tengah). Kemudian berkembang maknanya menjadi sifat-sifat terpuji yang dimiliki

manusia karena sifat-sifa tersebut merupakan jalan tengah dari sifat-sifat tercela. Seperti

sifat dermawan adalah pertengahan antara kikir dan boros, berani pertengahan antara

takut dan sembrono. Oleh karena itu Dudung Abdur Rahman mendefinisikan wasatiyah

sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap

tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk

dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi

dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

2. Moderasi Islam dalam Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kelompok yang mengambil sikap

jalan tengah di antara dua kelompok yang bersebrangan ini pertama kali muncul dengan

nama Murji’ah. Ada beberapa versi mengenai awal kehadiran Murji’ah. Menurut W.

Montgomeri Watt, paham Murji’ah berasal dari sekelompok kaum Khawarij. Dalam

golongan yang secara keseluruhannya dikenal ekstrem dan puritan itu, terdapat kelompok

kecil yang mengembangkan moderasi dan menghendaki dihentikannya pertumpahan

darah yang telah berlarut-larut itu. Mereka itu dinamakan kelompok al-Waqifat, yang

secara harfiyah berarti ”para penggantung”, yakni mereka yang menggantungkan
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penilaian seorang mukmin yang melakukan dosa besar kepada keputusan Tuhan kelak di

Hari Kemudian (Watt, 1979: 16-18).

Sementara Ahmad Amin mengatakan bahwa paham Murji’ah berasal dari

kelompok sahabat Nabi, seperti Abu Bakrah, Abdullah bin Umar dan Imran bin Husein,

yang tidak mau terlibat dalam persoalan politik yang menimpa sahabat Utsman bin Affan

di akhir masa jabatannya (Amin, 1979: 280). Sedangkan menurut Harun Nasution, kaum

Murji’ah pada mulanya muncul karena persoalan politik sebagaimana golongan

Khawarij. Kaum Khawarij pada mulanya adalah pasukan Ali bin Abi Thalib, tetapi

kemudian berbalik menjadi musuhnya setelah peristiwa tahkim. Sementara itu, karena

adanya perlawanan ini, pendukung-pendukung yang tetap setia kepadanya bertambah

keras dan kuat membela Ali bin Abi Thalib yang kemudian terbentuk golongan lain yang

dikenal dengan nama Syi’ah.

Golongan Khawarij memandang bahwa para sahabat yang terlibat pemberontakan

terhadap Ali dan orang-orang terlibat dalam peristiwa Tahkim, termasuk Ali sendiri,

adalah kafir. Sedangkan Syi’ah memandang bahwa Ali adalah orang yang paling berhak

menduduki jabatan imam. Dalam suasana pertentangan antara golongana Khawarij dan

Syi’ah tersebut, timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral dan tidak mau

turut dalam praktik kafir-mengkafirkan sebagaimana yang terjadi pada golongan yang

saling bertentangan itu. Golongan ini kemudian dikenal dengan nama Murji’ah. Bagi

golongan Murji’ah ini, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang

yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu mereka tidak

mengeluarkan pendapat tentang siapa yang salah, dan memandang lebih baik menunda
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(arja’a) penyelesaian persoalan ini ke hari perhitungan di hadapan Tuhan (Nasution,

1978: 22).

Di antara perbedaan pendapat mengenai asal-usul Murji’ah tersebut, nampaknya

bisa diakomodir oleh pendapat Muhammad Abu Zahrah. Menurut Abu Zahrah, benih-

benih pertama yang kemudian menumbuhkan kaum Murji’ah sudah ada sejak masa

sahabat nabi, yaitu pada masa akhir pemerintahan Utsman dan para pejabatnya

berkembang sampai ke pelosok-pelosok wilayah Islam. Pergunjingan itu kemudian

melahirkan fitnah dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Di saat-saat seperti itu

sekelompok sahabat memilih bersikap diam dan menahan diri agar tidak mencampuri

fitnah yang menimbulkan kekacauan luar biasa di kalangan umat Islam.

Ketika akibat-akibat yang timbul dari fitnah itu berlanjut sampai ke masa

pemerintahan Ali, kelompok ini tetap mempertahankan sikap pasif mereka dan

menangguhkan hukum tentang peperangan yang terjadi antara khalifah Ali dan

Muawiyah sampai Hari Kiamat. Di antara mereka terdapat Sa’ad bin Abi Waqqas, Abu

bakrah, Abdullah bin Umar dan Imran ibn al-Husein. Dengan sikap itu mereka tidak mau

menetapkan hukum kelompok mana yang paling benar di antara dua kelompok yang

bertikai. Mereka menyerahkan persoalan itu kepada Allah (Zahrah, 1996: 143-144).

Sikap itulah yang kemudian menjadikan mereka mendapat nama Murji’ah, karena

murji’ah dalam bahasa Arab berasal dari kata arja’a-yurji’u-irja’a yang artinya

menangguhkan. Pengertian dari sikap ini lebih bersifat politis daripada teologis. Dari

lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Menurut golongan

ini, orang mukmin yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir, tetapi tetap mukmin.

Adapun soal dosa besar yang mereka lakukan, ditunda penyelesaiannya ke hari



16

perhitungan kelak (Zahrah, 1996: 23). Bagi mereka, keputusan hanyalah hak Allah saja.

Mereka juga menyerukan agar masyarakat tidak melakukan penghakiman atas seseorang

pelaku dosa besar yang nasibnya akan diputuskan oleh Allah nanti di hari Kiamat

(Rahman, 1994: 118).

Kaum Murji’ah menahan diri dari memperbincangkan pertentangan politik karena

dasar pertentangannya adalah hukum kafir yang dijatuhkan golongan Khawarij terhadap

semua orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Tentang semua orang yang saling

bertikai itu, Murji’ah berkata: ”mereka menyatakan dua kalimah Syahadat, maka jika

demikian mereka bukan orang kafir dan bukan pula musyrik, tetapi muslim. Kita

serahkan persoalan mereka kepada Allah Yang Maha Mengetahui segala rahasia dan

yang akan mengadili mereka (Zahrah, 1996: 45). Arja’a juga berarti “membuat sesuatu

mengambil tempat di belakang” dalam makna “memandang kurang penting” terhadap

sesuatu. Yang dimaksud sesuatu yang kurang penting dalam hal ini adalah amal

perbuatan. Bagi mereka iman lebih penting dari pada amal perbuatan. Pendapat bahwa

perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan Murji’ah kepada faham

yang ekstrim (Nasution, 1978: 23). Arja’a juga bisa berati ”memberi pengharapan”.

Makna ini dikaitkan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang Islam yang

melakukan dosa besar bukanlah kafir tetapi tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam

neraka. Pendapat ini memberi pengharapan bagi orang yang berbuat dosa besar untuk

mendapat rahmat Allah. Jika Allah mengampuni, pelaku dosa besar akan masuk surga,

jika tidak, maka ia akan masuk neraka terlebih dahulu (Nasution, 2000: 91).

Oleh karena itu ada juga yang berpendapat bahwa nama Murji’ah diberikan

kepada golongan ini, bukan karena mereka menundakan penentuan hukum terhadap
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orang Islam yang berdosa kepada Allah di hari perhitungan kelak dan bukan pula karena

mereka memandang perbuatan mengambil tempat di belakang iman, tetapi karena mereka

memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk surga (Nasution,

2000: 24). Sebagai kelompok yang tidak berfaham ekstrim seperti Khawarij, Murji’ah

berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir,

melainkan tetap mukmin. Adapun soal dosa besar yang diperbuatnya, ditunda

penyelesaiannya di hari perhitungan kelak. Manusia tidak berhak untuk memutuskan

karena hanya Allah yang berhak memutuskannya. Argumentsi yang mereka ajukan dalam

hal ini adalah bahwa orang yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan

selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan kata lain, orang itu

tetap mengucapkan kedua kalimah syahadat yang menjadi dasar utama dari iman.

Pola sikap “tidak mengkaji perbedaan pendapat” dan menyerahkan persoalan

pembuat dosa besar kepada Allah di hari kiamat merupakan cara terbaik, dan itu tidak

diragukan lagi, karena mungkin saja dosa orang itu ada yang diampuni. Namun dalam

perkembangan berikutnya, pendapat tersebut kemudian membawa implikasi bahwa dosa

tidak membahayakan iman. Mereka berkata bahwa iman adalah pengakuan, pembenaran,

keyakinan dann pengetahuan (ma’rifah); perbuatan maksiat tidak akan merusak iman.

Iman terpisah dari perbuatan (Zahrah, 1996: 145). Dalam pandangan kaum Murji’ah

yang penting dalam soal iman dan kufur adalah pengakuan yang terdapat dalam hati, dan

bukan perbuatan anggota tubuh seperti yang diyakini oleh kaum Khawarij. Kalau

menurut pandangan Khawarij perbuatan dapat menghilangkan iman di hati, bagi kaum

Murji’ah perbuatan tidak mempunyai pengaruh apa-apa atas iman (Nasution, 2000: 127).

Berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa dari
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orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam, kaum

Murji’ah menekankan pemikiran pada hal yang sebaliknya, yaitu siapa yang masih

mukmin dan tidak keluar dari Islam (Nasution, 1978: 24).

Selanjutnya al-Syahrastani bahwa kaum murji’ah terbagi menjadi enam sub-

kelompok, yaitu:

a. Yunusiyyah

Sub-kelompok Yunusiyyah merupakan pengikut Yunus bin ‘Aun al-Numairi yang

mempertahankan bahwa iman meliputi pengenalan terhadap Allah dan penyerahan diri

kepada-Nya, meninggalkan kesombongan, dan mencintai Allah di dalam kalbu. Barang

siapa yang memiliki kualitas ini, ia adalah seorang mukmin. Tindakan-tindakan ketaatan

selain ini tidak membentuk bagian iman dan tidak melaksanakannya tidaklah merusak

esensi iman. Seorang manusia tidak akan dihukum karena kelalaiannya jika keimanannya

murni dan keyakinannya benar.

Yunus berpegang bahwa iblis mengetahui bahwa Allah itu adalah Esa, tetapi ia

menjadi kafir karena kesombongannya. Yunus juga mengatakan bahwa manusia, yang

penyerahan hati dan cintanya kepada Allah dibangun dengan keikhlasan dan keyakinan,

tidak akan menentang Allah dan tidak akan membangkang kepada-Nya. Namun jika ia

tidak melakukan suatu tindakan pembangkangan, hal itu tidak akan berakibat buruk

kepadanya lantaran keyakinan dan keikhlasannya (Syahrastani, 2004: 216).

b. ’Ubaidiyyah

Sub-kelompok Ubaidiyyah adalah para pengikut Ubaid al-Mukta’ib. Ia

berpandangan bahwa semua dosa selain syirik pasti akan diampuni. Apabila ada yang

meninggal sebagai seorang yang mengesakan (muwahhid), tidak ada dosa yang telah ia
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lakukan atau kejahatan yang telah ia kerjakan akan menghancurkannya (Syahrastani,

2004: 216).

c. Ghassaniyah

Sub-kelompok Ghassaniyah adalah para pengikut Ghassan al-Kufi yang

mempertahankan bahwa keimanan meliputi pengetahuan terhadap Allah dan nabi-Nya,

bersama dengan pengakuan mengenai apa yang telah diwahyukan Allah dan apa yang

telah dibawa oleh Nabi. Akan tetapi, secara umum dan bukan secara khusus, dia juga

berpendapat bahwa iman itu bertambah, tetapi tidak berkurang. Dia juga mengatakan

bahwa jika ada orang yang berkata: “saya tahu bahwa Allah telah mengharamkan

memakan daging babi, tetapi saya tidak tahu apakah daging babi yang diharamkan oleh

Allah itu adalah kambing atau sesuatu yang lain”, orang tersebut masih dikatakan

mukmin. Dia juga mengatakan: “saya tahu bahwa Allah telah mewajibkan haji ke

Ka’bah, tetapi saya tidak tahu di mana Ka’bah itu, mungkin saja ia di India”, orang itu

masih dikatakan mukmin (Syahrastani, 2004: 217).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan seperti itu berada

di luar persoalan keimanan, tidak ada hubungannya dengan iman. Jadi, orang tersebut

sesungguhnya tidak meragukan hal-hal tadi, karena setiap orang yang berakal pasti tidak

meragukan di mana Ka’bah dan pasti tahu perbedaan antara kambing dan babi (Zahrah,

1996: 146).

d. Tsaubaniyyah

Sub-kelompok Tsaubaniyyah adalah para pengikut Abu Tsauban yang

mempertahankan bahwa iman adalah pengetahuan dan penerimaan Allah serta nabi-nabi-

Nya, dan segala sesuatu yang dilarang oleh akal untuk tidak dilaksanakan. Namun apapun
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alasan untuk memanifestasikan yang bukan kewajiban itu bukanlah dari iman.

Menurutnya, semua amal perbuatan adalah bersifat sekunder dari iman.

Di antara orang yang mengikuti pandangan Tsauban adalah Abu Marwan Ghailan

ibn Marwan al-Dimasyqi, Abu Syimr, Muwais ibn Imran, al-Fadhl al-Raqqasyi,

Muhammad ibn Syabib, al-Attabi, dan Shalih Qubah (Syahrastani, 2004: 218).

Muqatil ibn Sulaiman, salah seorang dari sub-kelompok Tsaubaniyyah ini

berpendapat bahwa dosa tidak merusak seorang manusia yang beriman kepada keesaan

Allah serta memiliki keimanan, dan bahwa seorang yang beriman tidak akan masuk

neraka. Akan tetapi seorang mukmin yang ingkar kepada Tuhan akan dihukum  di atas

titian di neraka. Dia akan dipanggang di dalam panas dan bara api neraka yang demikian

panas, dan akan menderita sesuai dengan berat dosanya, setelah itu ia akan masuk ke

surga. Sedangkan Bisyr ibn Ghiyats al-Muraisi berpandangan bahwa orang mukmin yang

melakukan dosa besar akan masuk neraka dan akan keluar darinya setelah dihukum

karena dosa-dosanya (Syahrastani, 2004: 219).

e. Taumaniyyah

Sub-kelompok Taumaniyyah adalah para pengikut Abu Mu’adz al-Taumani yang

berkeyakinan bahwa iman adalah sesuatu yang melindungi seseorang dari kekafiran. Dia

juga berpendapat bahwa jika seseorang melakukan tindakan pembangkangan, berat atau

ringan, tentang sesuatu yang tidak disepakati oleh umat Islam bahwa hal itu adalah

kekafiran, ia tidak menjadi fasiq, meskipun dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui

batas dan membangkang.

Sub-kelompok ini menekankan bahwa iman adalah pengakuan dalam hati dan

dengan lisan, sedangkan kekafiran adalah keengganan dan penolakan. Menyembah
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matahari, bulan, dan berhala-berhala bukanlah kekafiran dengan sendirinya, tetapi

merupakan tanda dari kekafiran (Syahrastani, 2004: 220).

f. Shalihiyyah.

Sub-kelompok Shalihiyyah adalah para pengikut Shalih ibn Umar al-Shalihi yang

berpandangan bahwa iman merupakan pengenalan akan Allah secara umum, yakni

mengetahui bahwa alam ini memiliki pencipta. Kekafiran adalah ketidaktahuan yang

sepele terhadap Tuhan. Jika seseorang mengatakan bahwa Allah adalah ”Satu dari Tiga”,

hal ini sendiri bukanlah kekafiran, meskipun itu hanya akan dikatakan oleh orang-orang

yang kafir.

Al-Shalihi juga mengatakan bahwa shalat bukan menyembah Allah, kecuali

dengan iman kepada-Nya. Iman meliputi pengenalan akan Allah. Ini merupakan kualitas

yang tidak terbagi, yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Demikian pula, kekafiran

merupakan kualitas yang tidak terbagi, yang tidak bertambah dan tidak berkurang

(Syahrastani, 2004: 221).

Dari uaraian di atas dapat dipahami bahwa semua sub-kelompok dalam paham

Murji’ah memandang bahwa iman itu letaknya di dalam hati. Amal perbuatan seseorang

tidak akan mempengaruhi iman. Yang terpenting dan yang diutamakan bagi seseorang

adalah iman, sedang amal perbuatan hanya soal ke dua. Oleh karena itu yang menentukan

mukmin atau kafirnya seseorang hanyalah kepercayaan atau imannya di dalam hati dan

bukan perbuatan atau amalnya.

Menurut Harun Nasution, golongan Murji’ah pada umumnya dapat dibagi dalam

dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim.
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Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir

dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya

dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya

sehingga tidak akan masuk neraka sama sekali (Nasution, 1978: 24). Sedangkan yang

dimaksud golongan ekstrem adalah al-Jahmiyah, pengikut-pengikut Jahm bin Shafwan.

Menurut golongan ini, orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian

menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur

tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan

orang yang demikian tidaklah menjadi kafir sungguhpun menyembah berhala,

menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi atau agama kristen dengan menyembah salib,

menyatakan percaya kepada trinity, dan kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah

tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya (Nasution, 1978: 26).

Golongan Murji’ah moderat, sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang

dalam sejarah, dan ajaran-ajarannya mengenai iman, kufur dan dosa besar masuk ke

dalam paham Ahlu Sunnah wa al-Jamaah. Golongan Murji’ah ekstrem juga telah hilang

sebagai aliran yang berdiri sendiri.

Itulah kelompok moderat pada masa awal perkembangan Islam yang bersikap

netral dalam arti tidak memihak ke salah satu di antara dua kelompok yang bertikai.

Dalam hal teologi, moderasi kelompok ini terlihat dalam pandangannya yang tidak mau

mengkafirkan Ali yang menerima tahkim dan tidak mau mengkafirkan orang mukmin

yang telah melakukan dosa besar.

Menurut Zaenuddin (2015), kelompok moderat berangkat dari premis-premis

yang sangat berbedadengan dengan kelompok fundamentalis. Jika kalangan puritan
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fundamentaluis meyakini bahwa eksistensi kaum non-Muslim adalah situasi temporer,

dan umat Islam harus berjuang keras untuk memperbaikinya, dan bahwa dunia pada

akhirnya harus diislamkan, maka kalangan moderat justru menolak logika ini sebagai

sesuatu yang secara fundamental bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalangan

moderat berpendapat bahwa al-Qur'an tidak hanya menerima, melainkan mengharapkan

realitas perbedaan dan keragaman dalam masyarakan

3. Moderasi vs Radikalis

Secara etimologi, istilah radikalisme berasal dari kata “radix” artinya akar (root)

kemudian mendapat tambahan morfem akhir “al” menjadi radical. Dalam filsafat, berfikir

secara mendalam hingga ke akar persoalan disebut berfikir secara radikal. Oleh karena itu

dalam filsafat kata radikal memiliki makna positif. Namun kata radikal menjadi bermakna

negatif ketika digunakan dalam ilmu sosial budaya dan menjadi suatu aliran yang disebut

radikalisme. Dalam konteks budaya, Mudjahirin Thohir mendefinisikan radikalisme

sebagai “prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan  secara radikal.  Suatu

pilihan  tindakan    yang  umumnya  dilihat  dengan mempertentangkan secara tajam

antara nilai-nilai yang diperjuangklan oleh kelompok  (aliran)  agama  tertentu  dengan

tatanan  nilai  yang  berlaku  atau dipandang  mapan  pada  saat itu.  Karena  itu  pula,

radikalisme  sering  disejajarkan  dengan  istilah  ekstremisme,  militanisme,  atau

fundamentalisme (Thohir, 2010: 169).

Sementara Zainuddin menjelaskan bahwa Fundamentalisme adalah paham yang

berjuang menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk

menghadapi sekularisme. Fundamentalisme dapat muncul di setiap agama, baik Islam,

Hindu, Kristen maupun yang lainnya.  Di kalangan agama Kristen fundamentalisme
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muncul sebagai reaksi atas berkembangnya arus modernisme yang dianggap menyimpang

dan  mengotori agama. Fundamentalisme Kristen ini muncul dengan tujuan ingin kembali

kepada teks suci kitab Bibel. Demikian juga dalam Islam, fundamentalisme diartikan

sebagai paham yang bertujuan untuk mempertahankan ajaran fundamental Islam,

menjauhkan praktek Islam dari tahayul, bid’ah dan khurafat dengan merujuk apa yang

dilakukan Ahmad bin Hanbal dan Ibn Taimiyah Zainuddin, 2015).

Dalam sejarah pemikiran Islam, kelompok radikal atau fundamentalis muncul

setelah terjadinya peristiwa Tahkim. Tahkim adalah perundingan damai antara kelompok

Ali dan kelompok Muawiyah yang bertempur dalam perang Shiffin (Yatim, 1997: 40).

Setelah terjadi pertempuran selama bebarapa hari, akhirnya masing-masing kelompok

sepakat berunding dan masing-masing memilih seorang juru damai (hakam). Kedua

hakam itu berkumpul dan berunding membahas sebab-musabab terjadinya perselisihan,

sehingga didapati satu jalan untuk menyelesaikannya. Dari pihak Ali bin Abi Thalib

terpilih dengan suara terbanyak adalah Abu Musa al-Asy'ari dan dari kelompok

Muawiyah dengan suara bulat memilih Amr bin ’Ash. Hasil perundingan itu adalah

pemberhentian jabatan masing-masing pihak, baik dari Muawiyah maupun Ali bin Abi

Thalib, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk mencari penggantinya, siapa

yang mereka sukai untuk menjabat sebagai khalifah. Untuk melaksanakan keputusan

tersebut, Abu Musa tampil terlebih dahulu mengumumkan ide itu dan menyatakan bahwa

ia telah menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya. Kemudian Amr bin ’Ash

mengumumkan bahwa dia setuju memberhentikan Ali bin Abi Thalib. Kemudian

diumumkannya pula bahwa dia menetapkan Muawiyah sebagai khalifah (Syalabi, 1978:

303-304). Peristiwa ini merugikan bagi Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan bagi
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Muawiyah. Yang sah menjadi khalifah sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan

Muawiyah kedudukannya tak lebih dari gubernur daerah yang tidak mau tunduk kepada

Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dengan adanya arbitrase ini kedudukan Muawiyan

telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan kalau keputusan ini

ditolak Ali bin Abi Thalib dan tak mau meletakkan jabatannya sampai ia mati terbunuh

pada tahun 661 M (Nasution, 1978: 5).

Selain itu, peristiwa tahkim juga mengakibatkan perpecahan di kalangan pasukan

Ali bin Abi Thalib sendiri (Yatim, 1997: 40). Sebagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib

ada yang merasa kecewa dengan sikap Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini menyalahkan

Ali bin Abi Thalib karena menerima perundingan pemberontak. Padahal Ali bin Abi

Thalib adalah imam atau khalifah yang telah mendapat baiat rakyat, maka tidak benar

menerima atau tunduk kepada pemberontak (Syahrastani, tt: 114).  Oleh karena itu

mereka meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini dalam sejarah Islam

terkenal dengan nama al-Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri

(Nasution, 1978: 6). Dalam perjalanan menuju Kufah, kaum Khawarij yang terdiri dari

dua belas ribu orang sudah tidak bergabung lagi dengan kelompok Ali yang setia. Mereka

menuju Harura, sebuah desa yang menjadi markas perlawanan mereka terhadap Ali. Di

sini mereka mengangkat Abdullah bin Wahhab al-Rasibi sebagai imam menggantikan Ali

dan sebagai pemimpin perlawanan terhadap Ali, Muawiyah, Amr bin ’Ash dan Abu

Musa al-Asy’ari serta mereka yang mendukung terlaksananya arbitrase. Selanjutnya

nama Harura digunakan untuk menyebut kelompok ini (Nasution, 1978: 11).

Selain diberi nama Harura, mereka disebut juga Asy-Syurah sebagai pernyataan

mereka yang berarti ”berjuang” yang sama artinya dengan menjual diri untuk
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memperoleh keridlaan Allah. Nama ini mereka ambil dari al-Qur’an Surat al-Baqarah

ayat 207 yang artinya: ”Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena

mencari keridlaan Allah; dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya.”

Khawarij memandang bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin ‘Ash, Abu

Musa al-Asy’ari dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir, karena al-Qur’an

mengatakan: “Barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah

ditentukan Allah, adalah kafir.” (QS. Al-Maidah: 44). Dari ayat inilah mereka

mengambil semboyan la hukma illa Allah. Karena keempat pemuka Islam di atas telah

dipandang kafir dalam arti bahwa mereka telah keluar dari Islam, mereka mesti dibunuh.

Maka kaum Khawarij mengambil keputusan untuk membunuh mereka berempat, tetapi

hanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhasil dibunuh oleh orang Khawarij yang bernama

Abdurrahman ibn Muljam (Yatim, 1997: 40).

Kegigihan dan keuletan serta motif perlawanan kaum Khawarij terhadap

penguasa-penguasa Islam yang resmi dan kepada siapa saja yang menjadi lawannya yang

dalam pandangan mereka bersalah dan menyeleweng dari ajaran Islam tampak dari sikap

mereka yang pantang menyerah. Mereka selalu menyusun kekuatan kembali dan

mengadakan perlawanan kekuasaan Islam baik di zaman Dinasti Bani Umayyah maupun

Bani Abbas. Mereka beranggapan bahwa kedua dinasti pemegang kekuasaan tersebut

telah menyeleweng dari Islam, oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan (Nasution,

1978: 12). Tidak hanya para penguasa yang mereka serang, tetapi juga mayoritas umat

Islam yang moderat, yang mereka tuduh sebagai pengecut-pengecut yang selalu

menyesuaikan diri dengan keadaan (Rahman, 1994: 246).
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Ajaran fundamental kaum Khawarij yang timbul dari idealisme mereka yaitu

penolakan mereka atas pandangan bahwa iman semata-mata sudah mencukupi. Mereka

berpandangan bahwa amal adalah bagian esensi dari iman. Sehingga orang dikatakan

tidak beriman apabila tidak melakukan perbuatan baik atau melakukan dosa besar. Dari

pandangan mereka tentang iman tersebut kemudian muncul prinsip sampingan yang

selalu implisit, yaitu bahwa manusia merupakan agen yang merdeka dan bertanggung

jawab (Rahman, 1994: 246). Prinsip ini kemudian nanti berkembang menjadi paham

tersendiri yang disebut Qadariyah. Oleh karena itu, konsep kafir dalam pandangan

mereka menjadi berkembang. Yang dipandang kafir oleh mereka tidak hanya orang-

orang yang terlibat dalam pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib dan menerima

tahkim saja, tetapi orang yang berbuat dosa besar, yaitu murtakib al-kabair, juga

dipandang kafir (Nasution, 1978, 7).

Teori pokok mereka yang lain berhubungan dengan kekhalifahan. Sebagai

penganut paham persamaan, mereka menolak pandangan ortodoks yang menganggap

kedudukan khalifah hanya terbatas pada suku Quraisy saja. Kaum Khawarij memandang

bahwa semua orang Islam yang memiliki karakter yang  luhur dapat menduduki jabatan

tersebut walaupun ia seorang budak hitam (Rahman, 1994: 247). Menurut kaum

Khawarij, seorang khalifah atau imam harus memiliki karakteristik tertentu terutama

dapat berlaku adil dan mampu menjalankan syariat Islam. Kalau sikap adil hilang dan

menyeleweng dari ajaran Islam, maka wajib dijatuhkan atau dibunuh (Nasution, 1978:

12).

Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badui. Hidup di padang

pasir yang serba tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan
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pemikiran, tetapi keras hati serta berani, dan bersikap merdeka  tidak tergantung pada

orang lain. Perobahan agama tidak membawa pada perobahan dalam sifat-sifat

kebaduwian mereka. Mereka tetap bersifat bengis, suka kekerasan dan tak gentar mati.

Sebagai orang Baduwi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan. Ajaran-ajaran Islam

sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, mereka artikan menurut lafaznya dan

harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan

iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran lagi sempit akal serta fanatik.

Iman yang tebal tetapi sempit, ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka

tidak bisa mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka,

walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil (Nasution, 1978: 13). Maka tidaklah

mengherankan jika selanjutnya Khawarij menjadi golongan yang paling gigih membela

mazhabnya dan mempertahankan pendapatnya serta pada umumnya ketat beragama dan

paling mudah menyerang pihak lain (Zahrah, 1996: 64). Maka tidak mengherankan jika

dalam kalangan mereka sendiri mudah terjadi perbedaan pandangan sehingga timbul

sejumlah golongan dan sekte yang memiliki paham dan ajaran tersendiri yang berbeda

bahkan bertentangan dengan paham dan ajaran sekte lain.

Di antara sekte-sekte yang terkenal dalam kaum Khawarij adalah al-Muhakkimah,

al-Azariqah, an-Najdad, al-Ajaridah, al-Ibadiah dan al-shufriyah.

a. Al-Muhakkimah

Sekte al-Muhakkimah merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut-

pengikut Ali dalam perang Shiffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan

berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan

pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin mereka adalah Abdullah
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ibnu Kawwa’, Attab ibn al-A’war, Abdullahh ibn Wahhab ar-Rasibi, Urwah ibn Jarir,

Yazid ibn ’Ashim al-Muharibi dan Harqush ibn Zuhair al-Bajali (Syahrastani, 2004:

183). Mereka disebut al-Muhakkimah sesuai dengan prinsip dari golongan mereka ”la

hukma illa Allah” (tidak ada hukum selain hukum Allah). Dengan prinsip tersebut,

mereka berpandangan bahwa tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah yaitu al-

Qur’an (Syahrastani, tt, 115). Mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan

Ali. Pada mulanya golongan al-Muhakkimah ini mendasarkan pemberontakan mereka

pada dua persoalan fundamental.

Yang pertama adalah pembaruan yang berkenaan dengan imamah karena mereka

memperbolehkannya kepada orang lain selain orang Quraisy. Siapapun yang mereka pilih

dianggap oleh mereka sebagai seorang imam, asalkan ia memerintah rakyat sesuai

dengan ide-ide keadilan dan keseteraann menurut pandangan mereka. Jika ada yang

memberontak melawan imam ini, menjadi suatu kewajiban untuk menentangnya. Akan

tetapi, jika imam tersebut korup dan menyimpang dari jalan keadilan, menjadi suatu

kewajiban untuk memberhentikannya atau memberinya hukuman mati. Kedua adalah

karena mereka mempertahankan pandangan bahwa Ali bin Abi Thalib bersalah lantaran

mengizinkan arbitrase sebab sejak itu dia menunjuk seseorang menjadi hakim terhadap

suatu masalah, padahal Allah adalah satu-satunya hakim (Syahrastani, 2004: 183-184).

Menurut ajaran al-Muhakkimah, semua orang yang melakukan dosa besar sudah

termasuk kafir. Sedangkan yang mereka maksudkan dengan dosa besar tersebut adalah

berzina dan membunuh tanpa sebab. Selanjutnya mereka juga mengkafirkan Utsman, Ali,

orang-orang yang terlibat perang Jamal, Amr bin ’Ash dan Abu Musa al-Asy’ari serta

orang-orang yang sepakat dengan tahkim (Syahrastani, tt: 115).
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b. Al-Azariqah

Pemberian nama sekte ini dinisbahkan pada pendirinya, Abi Rasyid Nafi’ bin al-

Azraq. Dia adalah khalifah pertama yang oleh pengikutnya diberi gelar Amirul Mu’minin.

Menurut para ahli sejarah, sekte ini dikenal paling ekstrim dan radikal dari pada sekte

lainnya di kalangan Khawarij. Hal ini ditandai dengan dipergunakannya term musyrik

bagi orang yang melakukan dosa besar, sedangkan sekte lain dari Khawarij hanya

menggunakan term kafir. Term musyrik dalam Islam merupakan dosa yang paling besar

melibihi dosa kafir. Mereka juga berpandangan bahwa wilayah yang berbeda dengan

wilayah mereka disebut dengan Dar kafr. Mereka juga mengharamkan taqiyah, baik

dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Bahkan mereka berpendapat bahwa seorang

nabi bisa saja dapat berbuat kafir sebelum maupun sesudah diutus Allah. Selanjutnya

mereka berpandangan bahwa anak seorang musyrik adalah seperti bapaknya, mereka

kekal di neraka. Sedangkan orang berbuat dosa zina dibatalkan atasnya hukum rajam

(Hamd, tt: 112).

c. Al-Najdah

Nama sekte ini berasal dari nama pemimpinnya, Najdah bin Amir al-Hanafi.

Sekte ini merupakan sempalan dari al-Azariqah karena mereka tidak setuju dengan term

musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti paham al-Azariqah dan halal

dibunuhnya perempuan dan anak-anak orang Islam yang tak sepaham dengan mereka

dengan alasan musyrik (Zahrah, tt: 65). Di antara pandangan sekte an-Najdah ini adalah

sebagai berikut:
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a. Orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di dalam neraka, namun

apabila yang melakukan hal tersebut adalah pengikutnya akan mendapat siksa tetapi

tidak di dalam neraka jahanam.

b. Bila melakukan dosa kecil secara terus-menerus akan berakibat pada dosa besar yang

akhirnya menjadi musyrik, tetapi melakukan zina, minum khamer yang dilakukan

secara tidak terus-menerus tidak termasuk musyrik bila sepaham dengan mereka.

c. Manusia pada hakekatnya tidak membutuhkan imam.

d. Diperbolehkan taqiyah baik dalam perbuatan maupun perkataan.

Sub sekte ini juga mengatakan bahwa barang siapa yang memperkenankan

hukuman dari seorang mujtahid yang melakukan kesalahan dalam persoalan hukum,

sebelum hukum menjadi benar-benar mantap, dia adalah kafir (Syahrastani, 2004: 191).

d. Al-Ajaridah

Al-Ajaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Dia adalah pemimpin sekte

yang lebih lunak dari pada pemimpin sekte Khawarij lainnya. Menurut mereka, hijrah

bukan merupakan kewajiban tetapi kebajikan sehingga bila pengikutnya tinggal di luar

kekuasaan mereka, tidak dianggap kafir. Selanjutnya sekte ini terbagi atas beberapa sub

sekte yang dibedakan berdasarkan tiga pandangan penting:

a. Shilatiyah, kelompok ini memisahkan pandangannya dari sub sekte yang lain dengan

pernyataan bahwa seseorang tidak mewarisi dosa orang tuanya dan seseorang tidak

dapat dimusuhi sebelum menerima dakwah Islam.

b. Maimuniyah, berpendapat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh kehendak

manusia sendiri dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya sub sekte ini
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didukung oleh sekte Hamziyah dan Khalfiyah. Hanya saja dalam pandangan

Hamziyah seorang anak musyrik masih di neraka sebagai pandangan yang lain

c. Asy-Syu’aibiyah dan al-Hazmiyah. Kelompok ini bertentangan dengan pendapat yang

menyatakan bahwa Allahlah yang menentukan perbuatan manusia (Syahrastani,

2004: 191).

e. Ash-Sufriyah

Sekte ini adalah pengikut Ziyad ibn al-Ashfar. Pandangan sekte ini lebih lunak

dibandingkan dengan pandangan al-Azariqah, namun lebih ekstrim dibanding ajaran

Khawarij lainnya. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan

had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, penzina dan

sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya, maka dia disebut kafir.

Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya

tidak boleh dikafirkan kecuali atas keputusan hakim (Zahrah, tt: 82). Menurut sekte ini,

syirik terbagi menjadi dua macam, yaitu syirik kepada ketaatan terhadap syaitan dan

syirik kepada penyembahan berhala sebagaimana juga mereka membagi kafir pada kafir

nikmat dan kafir terhadap Tuhan (Syahrastani, tt: 137).

f. Al-Ibadiyah

Sekte ini dipimpin oleh seorang yang moderat dan berpandangan luas yang sangat

dekat dengan pandangan Sunni yaitu Abdullah ibn Ibadh. Sekte ini terdapat di Zanzibar,

Afrika Utara, Oman dan Arab selatan, bahkan fiqh warisnya dipergunakan di Mesir

(Nasution, 1978: 21). Paham moderat kelompok ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran

sebagai berikut:
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a. Orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula

musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan

perkawinan dan hubungan warisan, syahadat mereka dapat diterima dan membunuh

mereka adalah haram (Nasution, 1978: 20). Ajaran ini dikemukakan oleh Abdullah

ibn Ibadh yang mengatakan:

”Mereka yang sembahyang menghadap ka’bah, tetapi menentang kami adalah orang-

orang kafir, bukan musyrik. Akan tetapi, perkawinan dengan mereka adalah halal dan

begitupun dengan saling mewarisi. Juga halal menjadikan barang-barang, seperti

persenjataan dan kuda mereka, tetapi tidak lebih dari itu sebagai barnga rampasan.

Akan tetapi haram hukumnya memebunuh mereka atau menjadikan mereka sebagai

tawanan dengan sebuah serangan mendadak. Ini hanya dibolehkan begitu perang

telah diumumkan dan pembuktian (atas kekafiran mereka) telah ditetapkan”

(Syahrastani, 2004: 206).

b. Daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, kecuali camp pemerintah

merupakan dar al-Tauhid, daerah yang mengesakan Tuhan, dan tak boleh diperangi.

Yang merupakan dar al-kufr, yaitu yang harus diperangi, hanyalah ma’askar

pemerintah.

c. Orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid, yang mengesakan Tuhan,

tetapi bukan mukmin dan kalaupun kafir hanya merupakan kafir al-ni’mah dan bukan

kafir al-millah, yaitu kafir agama.

d. Yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus

dikembalikan kepada yang punya (Nasution, 1978: 20).
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Mengenai perbuatan manusia, golongan ini berpendapat bahwa kemampuan

sebagai sebuah aksiden yang ada sebelum adanya tindakan; dengan kemampuan itulah,

maka tindakan terjadi. Perbuatan-perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, yakni

diwujudkan dan diciptakan oleh-Nya, tetapi perbuatan benar-benar dilakukan oleh

manusia, dan bukan hanya dalam pengertian yang metaforis (Syahrastani, 2004: 207).

Demikianlah golongan Khawarij yang pada umumnya berpendapat bahwa orang

Islam yang sudah berbuat dosa besar sudah bukan orang Islam lagi, tetapi telah menjadi

kafir dan murtad, dan karena itu harus dibunuh. Lambat laun bukan hanya pembuat dosa

besar saja, tetapi juga pembuat dosa kecil mereka anggap telah menjadi kafir dan halal

darahnya. Akhirnya yang mereka anggap Islam hanya Khawarij saja. Umat Islam lainnya

yang tidak sefaham dan tidak sealiran dengan mereka adalah kafir dan boleh, bahkan

wajib dibunuh. Pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan bani

Abbas, mereka anggap pemerintahan kafir yang wajib ditentang dan dijatuhkan. Oleh

karena itu mereka memilih imam sendiri dan membentuk pemerinthan kaum khawarij.

Untuk mencapai tujuannya mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan

melakukan pembunuhan-pembunuhan (Nasution, 2000: 124).

Golongan Khawarij kini memang hanya tinggal nama, namun semangat dan

ajarannya masih banyak yang diikuti oleh masyarakat Islam abad ini termasuk di

Indonesia. Menurut Harun Nasution, suatu paham dalam masyarakat Islam sekarang bisa

disebut sebagai Khawarij abad duapuluh apabila mempunyai ciri-ciri sama dengan ciri-

ciri yang dimiliki oleh kaum Khawarij. Adapun ciri-ciri kaum Khawarij adalah sebagai

berikut:
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1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun orang

tersebut adalah penganut agama Islam.

2. Mereka bependapat bahwa Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan

amalkan. Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam lain tidak

benar.

3. Mereka berpandangan bahwa orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir itu

perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam seperti yang mereka pahami

dan amalkan.

4. Karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat,

maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri.

5. Mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan

kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka (Nasution, 2000: 125).

Demikianlah awal tumbuhnya kelompok radikal atau fundamentalisme dalam

Islam. Selanjutnya, perkembangan kelompok fundamentalisme di atas masuk ke dalam

ranah politik menjadi kelompok garis keras yang sering bertindak irrasional dan selalu

dikaitkan dengan gerakan-gerakan dan revolusi, seperti gerakan Wahabi di Saudi Arabia,

Hasan al-Banna, Sayid Qutub di Mesir dan seterusnya. Dengan mengutip E. Marty,

Zainuddin (2015) menjelaskan bahwa ada dua prinsip gerakan fundamentalisme, yaitu:

pertama, memiliki prinsip perlawanan (opposition), yaitu perlawanan terhadap segala

bentuk yang dipandang membahayakan keutuhan agama, baik dalam bentuk modernisme,

sekularisme maupun westernisme; kedua, adalah penolakannya terhadap heurmenetika.

Kelompok fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Menurut

kelompok ini, teks harus dipahami sebagaimana adanya karena nalar dianggap tak
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mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Oleh sebab itu kelompok ini

juga disebut tekstualis-skripturalis. Selain kedua prinsip di atas, kelompok radikal juga

gigih memperjuangkan prisip al-wala’ wa al-bara’ (doktrin kesetiaan dan penolakan).

Doktrin ini menyatakan bahwa kaum Muslim hanya wajib memiliki kesetiaan,

kepedulian, berinteraksi dan berteman hanya dengan sesama umat Islam. Kaum muslim

diperbolehkan meminta bantuan kepada non-muslim hanya apabila mereka lemah dan

tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi selagi umat Islam masih mampu,

maka mereka harus merebut status superiornya. Umat Islam tidak boleh bersahabat

dengan kaum non-Muslim atau membiarkan diri mereka peduli atau mencintai kaum non-

Muslim.

Sementara Mudjahirin Thohir (2010: 168) menjelaskan bahwa kelompok yang

berfaham fundamentalis  kelompok aliran  yang mempunyai doktrin innal al-Islam al-

Din wa al-Daulah (sesungguhnya Islam itu agama dan negara). Karena Islam adalah

meliputi agama dan negara maka Islam tidak sekedar doktrin agama yang  membimbing

manusia  dari  aspek  spiritual  saja,  melainkan  juga  berusaha membangun suatu sistem

ketatanegaraan. Dalam pandangan kelompok ini, Islam tidak hanya mengatur  hubungan

manusia dengan Tuhan semata, tetapi juga memuat ajaran tentang hubungan antarsesama

manusia, baik dalam as pek sosial maupun politik kenegaraan. Dalam format demikian,

Islam merupakan tipikal sosio-politik, di mana fungsi agama dan politik tidak dapat

dipisahkan melainkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam satu wadah

yang bernama “Negara Islam”.

Lebih lanjut, dengan mengutip Abegebriel dan Syitaba, Mudjahirin Thohir (2010:

169) merinci ciri ciri umum dari faham fundamentalisme Islam ialah: (a)
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gerakan gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan

menganggap budaya  Barat  sebagai the  others;  (b)  memiliki  prinsip yang  mengarah

pada  paham  perlawanan  (oppotionalisme);  (c)  penolakan  terhadap hermeneutika

sebagai pendekatan untuk memahami al-Quran karena memahami al-Qur’an sepenuhnya

adalah bersifat skriptualistik;  (d)  secara  epistemologis,  dalam  wilayah  gerakan  sosial-

politik  menolak paham pluralisme dan relativisme; serta (e) penolakan perkembangan

historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka, “umat manusia yang tengah

melakukan aktivitas sejarah di dunia harus menyesuaikan diri dengan teks al-

Qur’an, bukan sebaliknya”.

Adapun Amin Abdullah menyebut kelompok radikal ini dengan Salafisme.

Sebagaimana dikutip oleh Iffah Muzammil (2013: 214), Amin Abdullah menjelaskan

bahwa kelompok Salafi ini diawalui oeh  Ahmad b. Hanbal (780-855 M) kemudian

dilanjutkan oleh Ibn  Taymîyah  (1263-1328  M)  dan Muhammad  b.  Abd  al-Wahhab

(1703-1792  M).  Ibn  Hanbal  adalah  figur  penting  dalam  gerakan salafisme  modern.

Pendekatan  hadîth  yang  digunakannya  dalam menyelesaikan  persoalan  fiqh,

membuatnya  menjadi  kerangka referensial  kaum  salafi  yang  menjadikan  hadis

sebagai  sumber  utama untuk  mengetahui  kehidupan  awal  generasi  Muslim  (salaf).

Tokoh  ini tidak hanya memberikan pandangan yang jelas tentang model apa yang lazim

diikuti  dalam  konteks  beragama,  tapi  juga  menawarkan  formula teologis yang

menjadi rujukan kaum salafi sesudahnya. Bahkan mazhab Hanbali  kemudian  menjadi

mazhab  yang  banyak  memproduksi pemikiran  salafisme.

Lebih lanjut, dengan mengutip beberapa ahli, Muzammil (2013: 221-224) merici

doktrin-doktrin yang menjadi karakteristik salafisme, yaitu: (1) Kembali ke pola
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kehidupan muslim generasi pertama dengan menafsirkan al-Qur’an secara harfiyah.

Doktrin ini menimbulkan  ”absolutisme penafsiran” yang membuat salafisme kurang

toleran terhadap penafsiran lain; (2) Menolak takwil atau penafsiran alegoris. (3) al-Wala

wa al-bara’ yaitu seorang seorang  mukmin  harus  menjauhkan  diri  dari non-mukmin,

yang  tujuannya,  adalah  untuk memotong  loyalitasa ntara  warga muslim dengan non-

Muslim,  termasuk muslim dengan non-Wahabi; (3) Anti syi’ah dan sufi. Mereka

menganggap Syiah sebagai bid’ah berbahaya; (4) al-amr bi al-ma’ruf wa  al-nahy  ‘an

al- munkar  atau  hisbah hingga dengan mengambil bentuk Jihad; (5) Takfir. Doktrin ini

merupakan salah satu ciri khas kelompok salafi jihadi. Berdasarkan  doktrin takfir

tersebut,  kaum  Muslim  yang berfikiran  lain akan dianggap kafir dan murtad.

4. Aspek-aspek Moderasi Islam

Selanjutnya, sikap moderat dalam Islam tidak hanya termanifestasi dalam bidang

teologi saja, melainkan juga dalam bidang ibadah, akhlak dan seluruh aspek ajaran Islam

lainnya. Dalam hal ini Muhammad Hashim kamali (2015) merinci manifestasi wasatiyah

ke dalam sembilan aspek, yaitu:

Pertama: berpegang pada ajaran Islam secara substantif yang pemaknaannya

dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Dalam hal ini, Islam moderat bersikap

inklusif, mengajak akal manusia untuk untuk menyelami agama Islam melalui dimensi

spiritual, rasional dan ilmiah serta mengambil jalan tengah antara pemahaman tradisional

dan modernis.

Ke dua, menghargai perbedaan madzhab dengan tetap berpegang pada ikatan

Tauhid. Meskipun munculnya perbedaan madzhab yang mengarah pada sektarianisme di

kalangan Sunni, Syiah, Kharijites, Zahirites, dan lainnya, mereka masih mempertahankan
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identitas dan kredensial Islam mereka; tidak ada yang mencoba memecah belah Islam

menjadi bagian-bagian yang benar-benar terisolasi.

Ke tiga, dalam agama ada aspek yang bersifat tetap (thawabit) dan ada aspek yang

dapat berubah (mutaghayyirat). Yang bersifat tetap adalah yari’at karena bersumber dari

Tuhan. Namun pelaksanaan hukum syariat dapat beradaptasi dan berubah sesuai dengan

perubahan situasi dan kondisi asal tidak keluar dari prinsip syariah. Beberapa prinsip

dasar dan tujuan syariah, seperti keadilan, kesetaraan, kepentingan umum, konsultasi, dan

memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan, tidak dapat diubah prinsipnya namun

dalam tataran implementasinya tetap terbuka untuk dilakukan adaptasi dan penyesuaian.

Ke empat, sarana untuk mencapai tujuan syariah dapat berubah sesuai dengan

situasi dan kondisi. Sebagai contoh, untuk membuktikan kebenaran fakta dalam

persidangan persidangan dibutuhkan kesaksian dari orang yang jujur. Dalam kondisi

tertentu, kesaksian dari orang yang jujur tersebut dapat diganti dengan rekaman suara,

fotografi dan hasil tes laboratorium yang justru lebih dapat dipercaya kebenarannya dari

pada kesaksian verbal. Syariah menetapkan tujuan menjunjung tinggi kebenaran tetapi

membiarkan sarana yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran tersebut.

Ke lima, Wasatiyah menganjurkan cara gradual (tadarruj) dalam melakukan

perubahan sosial, penyebaran akidah (iman), dan dan penerapan undang-undang di

hampir semua bidang kehidupan. Pendekatan gradual ini diyakini sesuai dengan prinsip

Al-Qur'an, dan pengembangandari Syariah, termasuk dalam hal ibadah dan muamalah.

Ilustrasi pelarangan minum khamr dalam al-Quran menggambarkan adanya prinsip

gradualisme melalui tiga tahap. Pertama al-Qur’an melarang orang yang sedang mabuk
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untuk melakukan shalat. Kemudian disusul informasi bahwa minum khamr mengandung

unsur yang berbahaya. Baru kemudian al-Qur’an secara tegas melarang minum khamr

Ke enam, ketika menghadapi suatu masalah yang memiliki manfaat sekaligus

mengandung bahaya maka seorang hakim akan memutuskan untuk mengutamakan

menolak bahaya meskipun resikonya harus kehilangan manfaat dari masalah tersebut.

Ke tujuh, Wasatiyah lebih mengedepankan dialog. Moderasi hadir mengutamakan

sikap mempertahankan hubungan  persahabatan antara individu dan komunitas, serta

memiliki tingkat kemauan yang tinggi untuk menolak kekerasan dengan dengan orang

yang bertentangan dengannya. Bagi kelompok wasatiyah, Dialog adalah keharusan dalam

Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Surat al-hujurat ayat 13 dan

surat al-Maidah ayat 2. Al-Qur’an juga menganjurkan adanya jalan dialog dengan cara

yang terbaik dan sopan sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahl ayat 125.

Ke delapan, Wasatiyah akan cenderung kepada sistem politik yang demokratis

serta melawan pada sistem politik despotis.

Ke sembilan, wasatiyah akan selalu menjaga perdamaian baik dengan sesama

umat Islam maupun dengan masyarakat di luar Islam, baik dengan sesama masayarakat

dalam satu bangsa maupun dengan bangsa lain.

B. Toleransi Terhadap Kelompok Lain

Allport (1954) memberikan definisi klasik tentang toleransi dengan menafsirkan

konstruk sebagai perasaan kepekaan dan keramahan terhadap semua jenis orang, yang

memotivasi penerimaan terhadap orang-orang ini. Powell dan Clarke (2013) mengemukakan

bahwa toleransi menunjukkan perhatian orang, dan bukan ketidakpedulian, untuk
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membiarkan praktik apa pun terjadi, meskipun mereka mungkin tidak setuju dengan praktik

tersebut. Sejalan dengan definisi ini konteks hubungan antarke lompok, Verkuyten dan

Yogeeswaran (2017) berteori bahwa toleransi antar kelompok atau outgroup terwujud ketika

anggota ingroup dengan alasan moral mau menerima kondisi dari kelompok luar lebih besar

dibanding menolaknya.

Toleransi kelompok luar dapat terbentuk melalui berbagai bentuk. Dalam konteks

hubungan mayoritas-minoritas, Weldon (2006) mengusulkan dua kategori dasar toleransi

kelompok luar, yaitu, toleransi politik dan toleransi sosial. Toleransi politik mengacu pada

pengakuan mayoritas bahwa kelompok minoritas memiliki hak politik dasar yang sama

dengan kelompoknya. Hak-hak politik termasuk kebebasan beragama, kebebasan berbicara,

persamaan di depan hukum, kebebasan berserikat, dan untuk menjadi kandidat dalam

pemilihan politik. Toleransi sosial mengacu pada keinginan aktual dari mayoritas untuk

menerima minoritas sehingga mayoritas tidak menolak hidup berdampingan, menjalin

persahabatan dan kerja sama dengan minoritas, terlepas dari perbedaan antar kelompok di

antara keduanya.

Rasa hormat merupakan faktor kunci dari toleransi, yaitu, memungkinkan outgroup

untuk hidup sesuai keinginannya. Model ini mencerminkan sejauh mana anggota ingroup

berpikir bahwa ougroup berhak atas perlakuan yang sama seperti sesama warga negara,

meskipun kelompok pertama tidak setuju dengan kelompok terakhir. Secara empiris, Simon

dan Schaefer (2016, 2018) menemukan bahwa semakin banyak Muslim menghormati

kelompok luar (mis., Kristen, Yahudi, homoseksual, ateis, dan feminis), semakin mereka

menunjukkan tingkat toleransi yang lebih besar terhadap kelompok luar. (Simon & Schaefer,

2016, 2018).
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Sebagian besar individu dalam suatu masyarakat secara bersamaan anggota lebih dari

satu kelompok sosial tunggal. Fenomena identitas sosial berganda ini telah menarik

perhatian khusus dari peneliti sosial-psikologis (Brewer & Pierce, 2005). Berbagai identitas

sosial dapat berbentuk beragam. Contohnya adalah identitas ganda, identifikasi simultan

dengan subkelompok yang unik dan kelompok superordinat inklusif (Dovidio Gaertner, &

Saguy, 2009), dan kompleksitas identitas, pengakuan oleh individu-individu bahwa masing-

masing dari beberapa kelompok mereka mencakup sekumpulan orang yang berbeda sebagai

anggota ingroup (Roccas & Brewer, 2002). Identitas ganda dan kompleksitas identitas telah

terbukti bermanfaat bagi promosi toleransi kelompok luar (lihat Levy, Saguy, Halperin, &

van Zomeren, 2017 untuk ulasan).

Dalam penelitian saat ini, kami fokus pada nested-identity yang menunjukkan sejauh

mana identitas tertentu tertanam dengan identitas lain (Brewer, 1995).

Nested-identity dapat dijelaskan dalam hal identitas tingkat rendah dan tinggi, menggunakan

dimensi vertikalitas atau inklusivitas (Ashfort & Johnson, 2001; Medrano & Gutiérrez,

2014). Vertikalitas berkonotasi dengan hierarki identitas bersarang di mana identitas tingkat

tinggi ditempatkan di atas identitas urutan bawah. Inklusivitas berkonotasi bagaimana

identitas tingkat tinggi mencakup identitas tingkat rendah. Belum ada penelitian empiris

yang menyelidiki dampak identitas bersarang pada toleransi outgrioup. Namun, penelitian

oleh Aksoy (2017) memberikan bukti tidak langsung di mana identitas tingkat tinggi inklusif

menurunkan proyeksi ingroup, yaitu, kecenderungan anggota ingroup untuk melihat

kelompok mereka sendiri sebagai lebih representatif dan prototipis daripada kelompok luar

dalam identitas yang lebih tinggi yang mencakup kedua kelompok .

Temuan yang dijelaskan di atas menunjukkan manfaat potensial dari Nested-identity tingkat
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tinggi untuk peningkatan toleransi kelompok luar, mengingat perannya dalam mengurangi

proyeksi ingroup. Sebagaimana diteorikan dan ditemukan oleh Waldzus, Mummendey,

Wenzel, dan Weber (2003), penurunan proyeksi ingroup menghasilkan sikap yang lebih

toleran terhadap ingroup (mis., Jerman) terhadap outgroup (mis., Polandia). Menerapkan

wawasan ini ke dalam konteks penelitian saat ini, kami berpendapat bahwa semakin banyak

Muslim melihat bahwa identitas nasional mereka harus ditempatkan sebagai identitas tingkat

tinggi dalam hubungannya dengan identitas Islam mereka, semakin besar kemungkinan

mereka toleran terhadap non-Muslim. Muslim.

Seperti yang dikemukakan di atas, Achilov dan Sen (2017) mengkarakteristikkan Muslim

yang secara politis moderat sebagai Muslim yang mendukung ide-ide yang sangat inklusif

tentang Islam politik, yaitu, dukungan untuk hak-hak sipil dan politik masyarakat, serta

akomodasi untuk implementasi hukum Syariah yang tidak arbitrer. Penelitian oleh Ali

(2013) menemukan bagaimana inklusivitas semacam itu membuka jalan bagi Muslim

moderat di Inggris untuk secara kuat mengidentifikasikan diri mereka dengan identitas

Inggris mereka yang superordinat.

C. Rekonsiliasi Terhadap Kelompok Lain

Rekonsiliasi antar kelompok dapat dianggap sebagai hasil dan proses (Bar-Tal &

Bennink, 2004). Sebagai hasilnya, manifestasi utama dari rekonsiliasi antar kelompok

adalah perdamaian positif, yaitu perdamaian yang stabil dan tahan lama yang tidak mudah

berubah menjadi lingkaran setan konflik dan kekerasan antarkelompok (Biton & Salomon,

2006). Untuk memenuhi hasil ini, rekonsiliasi antar kelompok membutuhkan proses di mana

pihak-pihak yang berselisih diminta untuk mengembangkan orientasi kognitif yang
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konstruktif seperti kepercayaan antarkelompok dan pengambilan perspektif (Kriesberg,

2007; Nadler et al., 2008), serta emosi konstruktif yang mencerminkan ingroups pengakuan

atas kesalahannya seperti rasa bersalah kolektif dan rasa malu (Nadler, 2012).

Proses rekonsiliasi antar kelompok juga mensyaratkan bahwa pihak yang berselisih

harus menjaga hubungan positif dalam hal, misalnya, kontak antar kelompok dan kerja sama

(Nadler, 2012). Rekonsiliasi berbasis identitas (Shnabel, Nadler, Canetti ‐ Nisim, & Ullrich,

2008) adalah bentuk lain dari proses di mana kelompok pelaku bersedia untuk meminta

maaf atas kesalahannya, sedangkan kelompok korban bersedia untuk memaafkan pelaku

kesalahan. Ini juga membutuhkan tindakan bersama di mana kelompok pelaku bersedia

untuk memberdayakan korban sementara kelompok korban bersedia menerima pelaku

secara sosial. Akhirnya, proses dapat mengambil bentuk melalui rekonsiliasi struktural di

mana sistem dan kebijakan sosial, ekonomi, atau politik yang tidak adil harus dihilangkan

atau diminimalkan (Rouhana, 2011). Akhirnya, kami dalam penelitian saat ini berpendapat

bahwa moderatitas politik Islam memfasilitasi kecenderungan rekonsiliasi antarkelompok

Muslim sehingga mereka dapat mengembangkan emosi, kognisi, dan perilaku konstruktif

terhadap non-Muslim.

D. Hubungan Antar Variabel

Moderasi Islam intinya menekankan saling menghormati sebagai salah satu nilai

(Kamali, 2015), demikian juga moderat politik Islam karena Muslim yang secara politis

moderat mendukung hak-hak sipil dan politik masyarakat, serta implementasi demokratis

dari hukum Syariah (Achilov & Sen, 2017). Sebagaimana diteorikan dan ditemukan oleh

Waldzus, Mummendey, Wenzel, dan Weber (2003), penurunan proyeksi ingroup
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menghasilkan sikap yang lebih toleran terhadap ingroup (mis., Jerman) terhadap outgroup

(mis., Polandia). Semakin banyak Muslim melihat bahwa identitas nasional mereka harus

ditempatkan sebagai identitas tingkat tinggi dalam hubungannya dengan identitas Islam

mereka, semakin besar kemungkinan mereka toleran terhadap non-Muslim. Penelitian oleh

Ali (2013) menemukan bagaimana inklusivitas semacam itu membuka jalan bagi Muslim

moderat di Inggris untuk secara kuat mengidentifikasikan diri mereka dengan identitas

Inggris mereka yang superordinat. Berdasarkan temuan empiris ini dan alasan-alasan yang

disebutkan di atas, kami berpendapat dalam penelitian saat ini bahwa moderatitas politik

Islam dapat menumbuhkan perasaan Muslim akan nested-identity-nya pada tingkat tinggi di

mana identitas nasional mereka harus ditempatkan lebih tinggi secara hierarkis dan dianggap

lebih inklusif daripada identitas Islam mereka. Secara bersama-sama, dengan

menggabungkan argumen ini dengan argumen sebelumnya yang menunjukkan bagaimana

rasa nested-identity tingkat tinggi meningkatkan toleransi kelompok luar.

Model toleransi oleh Verkuyten, Yogeeswaran, dan Adelman (2019) menunjukkan

bahwa toleransi terjadi ketika anggota ingroup menekan sikap dan sentimen negatif terhadap

outgroup bersama dengan ideologi, nilai-nilai, dan praktik yang dianggap salah oleh anggota

ingroup. Toleransi karenanya melibatkan pengendalian diri untuk mencegah sikap dan

sentimen negatif dari transformasi menjadi tindakan negatif. Ditandai dengan demikian,

toleransi outgroup adalah kondisi kritis untuk rekonsiliasi antarkelompok berdasarkan

perannya dalam melindungi terhadap diskriminasi, permusuhan, konflik dan kekerasan

(Sullivan & Transue, 1999; Verkuyten & Slooter, 2007). Untuk mendukung gagasan ini,

penelitian eksperimental oleh Smeekes, Verkuyten, dan Poppe (2012) di Belanda

menemukan bahwa toleransi memimpin anggota kelompok mayoritas (yaitu, Belanda) untuk
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mendukung hak-hak kelompok minoritas (yaitu, Muslim) di mana anggota mayoritas tidak

menyetujui nilai dan praktiknya.

Berdasarkan alasan-alasan ini, kami berhipotesis bahwa:

1. Moderatitas politik Islam akan menjadi prediktor positif toleransi umat Islam

terhadap non-Muslim.

2. Peran moderat politik Islam dalam memprediksi secara positif toleransi umat

Islam terhadap non-Muslim akan dimediasi oleh nested-identity yang tinggi.

3. Kecenderungan rekonsiliasi Muslim terhadap non-Muslim akan diprediksi secara

positif oleh toleransi kelompok luar (Hipotesis 3a) dan Toleransi outgroup akan

memediasi hubungan positif antara moderatisme politik Islam dan kecenderungan

rekonsiliasi (Hipotesis 3b).
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BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kancah Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. IAIN

yang memiliki visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang terkemuka dan

kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan ke-

Indonesiaan ditingkat nasional pada Tahun 2036” tentu saja sangat konsen terhadap

permasalahan moderasi Islam, toleransi, dan rekonsiliasi umat Islam dengan umat gama

lain. Di alamat web ini https://www.iainpekalongan.ac.id/profil/tentang-institut/visi-misi-

dan-tujuan, profil dari IAIN Pekalongan dapat diakses.

IAIN Pekalongan memiliki kurang lebih 10000 mahasiswa yang tersebar di

berbagai program studi atau jurusan. Berikut Tabel 3.1 menunukan jumlah mahasiswa

berdasarkan program studi di IAIN Pekalongan.

Beberapa kegiatan yang mendorong pada terciptanya suasana moderasi islam dan

toleransi antar umat Beragama diantaranya adalah seperti yang diberitakan dalam media

sebagai berikut:

1. Wisuda Magister ke-9, Sarjana ke-37, dan Diploma Tiga ke-23, tanggal 27

April 2019. Dalam kegiatan tersebut tema yang diusung adalah sebagaimana

yang dijelaskan oleh Rektor IAIN Pekalongan Dr H Ade Dedi Rohayana MAg

yaitu “Mengintegrasikan Kompetensi dan Integritas Lulusan Perguruan Tinggi

Islam sebagai Generasi Pelopor Moderasi Beragama di Era Revolusi Industri

4.0”. https://radarpekalongan.co.id/68414/395-wisudawan-iain-pekalongan-

raih-cumlaude/
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2. Pengarahan dan pembekalan terkait tugas CPNS. Jum’at, 30 Agustus 2019

IAIN Pekalongan menyelenggarakan acara Penyerahan SK dan Pembekalan

Tugas CPNS hasil seleksi tahap kedua rekrutmen CPNS tahun 2018.  Selain

mengingatkan tentang pentingnya menjaga kedisiplinan dan kinerja yang baik.

Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. juga mengingatkan tentang pentingnya

menjaga nama baik lembaga dan sikap moderasi dalam beragama bagi PNS

sebagai agenda besar dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tempat

bernaung kampus IAIN Pekalongan.  Sebagaimana dilansir di web IAIN

Pekalongan sebagai berikut: http://kepegawaian.iainpekalongan.ac.id/cpns-

hasil-seleksi-tahap-ii-tahun-2018-mulai-bertugas-2-september-2019/ .

3. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) IAIN

Pekalongan, Jumat, 16agustus 2019, Ruchman Basori Kasubdit Sarana,

Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan

Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI pada orasinya

mengatakan bahwa “Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

termasuk IAIN Pekalongan mempunyai tanggungjawab menjadi juru bicara

moderasi Islam, karena fitrah PTKI adalah moderat”.

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/194398/pbak-iain-pekalongan-

mahsiswa-baru-harus-berada-di-garda-terdepan-moderasi-beragama

Tentunya selain tiga kegiatan tersebut masih banyak lagi yang mencerminkan bahwa

IAIN pekalongan  sangat konsen terhadap permasalahan moderasi Islam. dari alasan tersebut

diatas, penelitian ini mengambil sampel mahasiswa IAIN Pekalongan untuk membuktikan kajian

teoritis terkait denga pengaruh moderasi Islam terhadap toleransi antar umat beragama dan

rekonsiliasi konflik yang terjadi antar penganut agama yang berbeda.
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Tabel. 3.1. Jumlah Mahasiswa IAIN Pekalongan Tahun Akadmik 2019/2020

NO NAMA PROGRAM STUDI JUMLAH MAHASISWA

1 HUKUM KELUARGA ISLAM 692

2 PERBANKAN SYARIAH 146

3 EKONOMI SYARIAH 1982

4 HUKUM EKONOMI SYARIAH 569

5 HUKUM TATA NEGARA 235

6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1973

7 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 584

8 8 PENDIDIKAN GURU MADRASAH 1115

9 PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 371

10 TADRIS BAHASA INGGRIS 324

11 TADRIS MATEMATIKA 347

12 ILMU AL QURAN DAN TAFSIR 333

13 TASAWUF DAN PSIKOTERAPI 111

14 ILMU HADITS 87

15 MANAJEMEN DAKWAH 143

16 BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM 624

17 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 528

18 AKUNTANSI SYARIAH 368

19 PERBANKAN SYARIAH 343

Total 10875

B. Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat skala yang

tersusun dalam sebuah angket pernyataan mengenai variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian. Angket tersebut terdiri dari Moderasi Islam, Rekonsiliasi Antar
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Kelompok dan Sikap Toleran Muslim pada non-muslim.

Skala disusun dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan skala Likert,

dimana responden dimintakan pendapatnya untuk memilih satu opsi  dari lima opsi

jawaban. Pilihan tersebut ditampilkan dalam bentuk angka, yang bergerak dari 1

sampai dengan 5, sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2. Opsi Jawaban Dari Skala Penelitian

1. Validitas Item Skala Penelitian

a. Skala Moderasi Islam

Validitas masing masing item  pada skala moderasi Islam telah dilukan oleh

Achilov dan Sen (2017). Sehingga dalam penelitian ini skala moderasi Islam tersebut

hanya diadaptasi konten bahasanya saja, tidak dilakukan uji validitas item. Skala

Moderasi Islam ini terdiri dari lima item misal, " Tokoh-tokoh agama Islam tidak

diharuskan ikut mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih orang lain untuk

mengisi jabatan pemerintahan. (contoh: presiden, gubernur, bupati)”; "Kuat-

lemahnya ke-Islamaan seseorang bukanlah syarat mutlak bagi dirinya untuk bisa

memegang jabatan politik "; skala moderasi Islam ini diadaptasi dari Achilov dan

Sen (2017).

b. Skala Toleransi Muslim pada non-muslim

Skala  toleransi Muslim pada non-Muslim pun disusun berdasar teori

Weldon (2006), yang mengungkapkan bahwa toleransi antar kelompok terdiri dari

Angka Arti

1 Sangat Tidak Setuju

2 Tidak Setuju

3 Antara Setuju dan Tidak Setuju

4 Setuju

5 Sangat Setuju
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dua aspek, yaitu toleransi social, dan toleransi politik. Toleransi sosial dinilai dengan

empat hal (misalnya, "Jika non-Muslim hidup sebagai tetangga saya, tidak sulit bagi

saya untuk menerimanya"; "Jika non-Muslim yang berkualifikasi sesuai untuk

menjadi atasan atau bos saya, itu bukan sulit bagi saya untuk menerimanya ").

Begitu juga toleransi politik (misalnya,"Non-Muslim di Indonesia memiliki hak untuk

menjadi pemimpin, baik sebagai bupati, gubernur dan presiden, meskipun Islam

adalah agama mayoritas di negara ini "; "Non-Muslim di Indonesia dapat terlibat

dalam aksi kolektif untuk mengekspresikan masalah yang mereka hadapi sebagai

kelompok minoritas"). Kedua skala tersebut (Toleransi sosial dan toleransi politik)

digabungkan menjadi satu variabel laten tunggal, yaitu toleransi kelompok luar

(toleransi Muslim pada non-Muslim) dengan cara eksploratif serta disesuaikan

dengan konteks Indonesia.

Bagian selanjutnya dari kuesioner melaporkan kasus-kasus baru-baru ini dari

beberapa tindakan Muslim yang tidak toleran terhadap non-Muslim yang diekstraksi

dari surat kabar online utama di Indonesia. Selanjutnya mengikuti informasi ini

adalah tujuh item untuk menilai kepercayaan antarkelompok (misalnya, "Non-

Muslim di Indonesia umumnya memiliki niat baik"; "Ketika non-Muslim di

Indonesia membuat pernyataan, mereka biasanya mengatakan yang sebenarnya"; α =

.83), diadaptasi dari Mashuri, van Leeuwen, dan van Vugt (2018), dan tiga item

untuk menilai pengambilan perspektif (misalnya, "Saya menemukan diri saya

tergerak oleh kisah penderitaan oleh non-Muslim di Indonesia"; "Saya bisa berempati

dengan kesulitan yang dihadapi non-Muslim di Indonesia pernah mengalami ”; α =

.75), diadaptasi dari Mashuri dan van Leeuwen (2019).
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c. Skala Nested Higher Order Identity (Variabel mediator)

Berdasarkan kerangka teorritik yang dibangun dalam penelitian ini

untuk menyusun hipotesis, diperlukan variable mediator yang memediasi

hubungan positif variabel moderasi Islam terhadap toleransi Muslim pada

non-Muslim. Berdasarkan argumen teoretis Ashforth dan Johnson (2001),

Nested Higher order Identity dinilai dengan lima item yang kami buat agar

sesuai dengan konteks Indonesia. Aspek dari variable ini adalah vertikalitas

(misalnya, "Di negara ini, ada hierarki identitas ganda di mana pada level

tertinggi adalah identitas nasional Indonesia sedangkan pada level bawah

adalah identitas agama, etnis, atau lokal") dan inklusif (misalnya , “Di

negara ini, identitas nasional Indonesia menjembatani keragaman identitas

agama, etnis, atau lokal”).

d. Skala Rekonsiliasi Antar Kelompok

Skala rekonsiliasi antar kelompok memiliki dua aspek, yaitu

rekonsiliasi kognitif, dan rekonsiliasi emosi. Rekonsiliasi kognitif terdiri dari

kepercayaan antar kelompok dan pengambilan perspektif. Rekonsiliasi emosi

terdiri dari rasa bersalah kolektif dan rasa malu kolektif. Rasa bersalah

kolektif dinilai dengan empat hal (misalnya, "Saya merasa bersalah atas

kerugian yang dilakukan oleh beberapa Muslim terhadap non-Muslim di

Indonesia"; "Saya merasa menyesal atas apa yang dilakukan beberapa

Muslim terhadap non-Muslim di Indonesia";). Rasa malu kolektif dinilai

dengan lima item (misalnya, "Tindakan berbahaya masa lalu dari beberapa

Muslim terhadap non-Muslim di Indonesia mencerminkan negatif pada
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Muslim Indonesia"; "Saya merasa malu ketika saya menganggap bahwa

beberapa Muslim mendiskriminasikan non-Muslim yang tinggal di

Indonesia”), keduanya diadaptasi dari Mashuri dan van Leeuwen (2018).

e. Skala Kerja Sama Antar kelompok

Kerja sama antarkelompok dinilai dengan empat hal (misalnya, "Kerja

sama dengan non-Muslim dalam bahasa Indonesia adalah kunci keberhasilan

Persatuan Bangsa Indonesia untuk Indonesia"; "Saya bersedia terlibat dalam

pemecahan masalah kooperatif dengan non-Muslim di Indonesia";),

diadaptasi dari Mashuri dan van Leeuwen (2018).

f. Skala Kesediaan Untuk Meminta Maaf

Kesediaan untuk meminta maaf dinilai dengan empat hal (misalnya,

"Saya ingin meminta maaf kepada non-Muslim tentang kesalahan yang

dilakukan oleh beberapa Muslim di Indonesia terhadap mereka di masa lalu";

"Saya pikir pemerintah Indonesia harus secara resmi mengakui mereka

kesalahan karena tidak dapat mencegah kerusakan yang dilakukan oleh

beberapa Muslim terhadap non-Muslim di masa lalu "), diadaptasi dari

Mashuri, van Leeuwen, dan Hanurawan (2018).

g. Skala Outgroup empowerment

Outgroup empowerment dinilai dengan lima item (misalnya, "Penting

bagi umat Islam di Indonesia untuk mengambil tindakan yang dapat membuat

non-Muslim merasa terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah di

negara ini"; "Penting bagi umat Islam di Indonesia untuk mengambil tindakan

yang dapat membuat non-Muslim merasa dihargai di negara ini ”; α = .88),
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yang diciptakan oleh penulis dengan cara eksploratif, dengan merujuk pada

alasan Shnabel et al. (2008).

h. Skala Dukungan Untuk Tindakan Reparatif

Dukungan untuk tindakan reparatif dinilai dengan tujuh item

(misalnya, "Pemerintah Indonesia harus memberikan kompensasi finansial

untuk non-Muslim yang menjadi korban kekerasan oleh beberapa Muslim";

"Pemerintah Indonesia harus menghukum mereka yang merusak tempat

ibadah non-Muslim"), diadaptasi dari Mashuri et al. (2014), serta Mashuri,

Zaduqisti, dan Alroy ‐ Thiberge (2017).

2. Reliabilitas skala Penelitian

Semua skala yang digunakan dalam penelitian ini memiliki angka

reliabilitas yang cukup dan bahkan tinggi. Rentang angka reliabilitas skala-skala

penelitian tersebut berkisar antara 0,66 sampai dengan 0,89. Berikut dalam tabel

3.2 dipaparkan rangkuman skor reliabilitas skala untuk masing masing variabel

penelitian. Variabel tersebut terdiri dari Moderasi Politik Islam (moderasi Islam),

Toleransi antar kelompok ( yang terdiri dari toleranis social dan toleransi politik), Nested Higher

order Identity (sebagai variable moderator), dan Rekonsiliasi, yang terdiri dari Rekonsiliasi

Kognitif (dengan aspek Kepercayaan kelompok luar dan perspective taking), Rekonsiliasi emosi (

dengan aspek rasa bersalah kolektif, dan rasa malu kolektif), kerja sama antarkelompok,

Kesediaan untuk meminta maaf, Outgroup empowerment, dan Reparations.
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Tabel 3.2
Rangkuman Skor Reliabilitas Skala Penelitian

Skala Nilai alpha Cronbach

Moderasi Politik Islam .83

Toleransi antar kelompok:

Toleransi social .73

Tolerasi Politik .66

Nested Higher order Identity .66

Rekonsiliasi Kognitif

Kepercayaan kelompok luar

Perspektif-taking

Rekonsiliasi emosi

Rasa bersalah kolektif .89

Rasa malu kolektif .77

Kerja sama antarkelompok .88

Kesediaan untuk meminta maaf .85

Outgroup empowerment .88

Reparations .87

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Responden penelitian ini terdiri dari 299 mahasiswa Muslim  Institut Agama

Islam Negeri Pekalongan Jawa Tengah Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin,

responden terdiri dari 177 perempuan,  dan 111 laki-laki, sementara 11 mahasiswa

sisanya tidak menyebutkan identitas jenis kelaminmmya. Rata-rata usia responden

penelitian ini adalah 19,48 tahun (19 tahun) . Dari hasil analisis statistik deskriptif

dan uji korelasi bivariat di antara variabel-variabel dalam penelitian, seperti disajikan

dalam Tabel 3.3, dinyatakan bahwa semua variable: moderat politik Islam, identitas

tingkat tinggi, toleransi kelompok luar, kognisi rekonsiliasi, emosi rekonsiliasi, kerja
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sama antar kelompok, kesediaan untuk meminta maaf, penguatan antar kelompok,

dan tindakan reparatif berkorelasi positif satu sama lain.

Tabel 3.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif dan Uji Korelasi Bivariat Variabel Penelitian

Variabel
Rata-
rata

SD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) Moderasi
Islam

3.04 .83 ˗ .24** .36** .26** .19** .16** .19** .23** .22**

(2) Higher
order
nested
identity

3.83 .64 ˗

.43** .25** .36** .34** .33** .38** .28**

(3) Toleransi
kelompok
luar

3.82 .53 ˗
.51** .51** .49** .39** .47** .48**

(4) Rekonsilia
si kognitif

3.41 .53 ˗ .49** .58** .50** .49** .45**

(5) Rekonsilia
si emosi

3.65 .61 ˗ .46** .51** .50** .44**

(6) Kerjasama
antar
kelompok

3.77 .66 ˗
.48** .53** .57**

(7) kesediaan
untuk
meminta
maaf

3.54 .71 ˗

.45** .52**

(8) Outgroup
empowerm
ent

3.66 .70 ˗ .56**

(9) Support for
reparative
actions

3.84 .64 ˗

D. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah :

1. Hipotesis 1: Moderatitas politik Islam akan menjadi prediktor positif

toleransi umat Islam terhadap non-Muslim.

2. Hipotesis 2: Peran moderat politik Islam dalam memprediksi secara positif

toleransi umat Islam terhadap non-Muslim akan dimediasi oleh nested-

identity yang tinggi.
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3. Hipotesis 3a: Kecenderungan rekonsiliasi Muslim terhadap non-Muslim

akan diprediksi secara positif oleh toleransi kelompok luar.

Hipotesis 3b: Toleransi outgroup akan memediasi hubungan positif antara

moderatisme politik Islam dan kecenderungan rekonsiliasi.

Hipotesis 1 sampai hipotesis 3b diuji dengan menggunakan teknik analisis

structural equation modelling (SEM) dan menggunakan alat bantu Mplus versi 7.4

(Muthen & Muthen, 1998-2015). Hasil secara keseluruan seperti tergambar dalam

gambar 3.1.

Gambar 3.1.

Model Hubungan antara moderasi Islam, Toleransi, dan Rekonsiliasi
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1. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Untuk membuktikan hipotesis 1 yang berbunyi “Moderatitas politik Islam

akan menjadi prediktor positif toleransi umat Islam terhadap non-Muslim”,

digunakan analisis data dengan teknik SEM. Hasil menunjukan bahwa model

struktural menghasilkan kecocokan yang sangat baik dengan data, χ2 (36) =

50.977, p = .050, RMSEA = .037, 90% CI [.000, .060], CFI = .98, TLI = .97 (lihat

Hu & Bentler, 1999) untuk ulasan tentang kriteria goodness of fit). Untuk kriteria

bahwa model dinyatakan fix (sesuai dengan data) adalah jika model tersebut

memiliki RMSEA antara 0.00 - 0.05, sementara  nilai CFI dan TLI adalah lebih

besar dari 0.95. Hasil ini menguatkan Hipotesis 1, moderatitas politik Islam secara

positif terkait dengan toleransi outgroup, β = .31, SE = .07, p <. 001, 95% CI

[.180, .438], power = 1,00. Dengan demikian hipotesis 1 terbukti (diterima).

2. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Untuk membuktikan hipotesis 2 yang berbunyi “Peran moderat politik

Islam dalam memprediksi secara positif toleransi umat Islam terhadap non-

Muslim akan dimediasi oleh nested-identity yang tinggi”. Juga digunakan

analisiss SEM. Dihasilkan bahwa nested-identity yang tinggi memediasi peran

moderat politik Islam dalam mendorong toleransi kelompok luar, efek tidak

langsung: β = .11, SE = .03, p = 001, 95% CI [.042 , .167], power = .98. Dengan

penjelasan lebih detailnya sebagai berikut. Moderat politik Islam adalah prediktor

positif dari nested-identity yang tinggi, β = .24, SE = .06, p <.001, 95% CI [ .118,

.353], power = .99. Kemudian , nested-identity yang tinggi diprediksi secara

positif mempengaruhi toleransi kelompok luar, β = .44, SE = .06, p <.001, 95%
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CI [.324, .564], daya = 1,00. Sehingga seperti sudah dijelaskan diatas, bahwa

nested-identity yang tinggi memediasi peran moderat politik Islam dalam

mendorong toleransi kelompok luar. Dengan demikian, hipotesis 2 penelitian ini

berhasil dibuktikan (diterima).

3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Untuk membuktikan hipotesis 3a yang berbunyi “Kecenderungan

rekonsiliasi Muslim terhadap non-Muslim akan diprediksi secara positif oleh

toleransi kelompok luar”, juga menggunakan analisis SEM. Toleransi kelompok

luar adalah prediktor positif dari kedua aspek rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi

kognisi, β = .75, SE = .05, p <.001, 95% CI [.697, .890], daya = 1,00, dan juga

rekonsiliasi emosi, β = .74, SE = .05, p <.001, 95% CI [.636, .844], daya = 1,00.

Toleransi kelompok luar juga secara positif memprediksi kerja sama antar

kelompok, β = .60, SE = .06, p <.001, 95% CI [.491, .707], kekuatan = 1,00,

kesediaan untuk meminta maaf, β = .49, SE =. 07, p <.001, 95% CI [.361, .626],

daya = 1.00, pemberdayaan outgroup, β = .60, SE = .05, p <.001, 95% CI [.497,

.705] , power = 1,00, dan dukungan untuk tindakan reparatif, β = .58, SE = .09, p

<.001, 95% CI [.410, .752], power = 1.00. Temuan ini sejalan dengan Hipotesis

3a yang menetapkan bahwa toleransi kelompok luar meningkatkan

kecenderungan rekonsiliasi. Dengan demikian,  hipotesis 3a penelitian ini berhasil

dibuktikan (diterima).

Untuk membuktikan hipotesis 3b yang berbunyi “Toleransi kelompok

luar akan memediasi hubungan positif antara moderatisme politik Islam dan

kecenderungan rekonsiliasi” juga digunakan metode analisis data SEM. Hasil



60

menunjukkan bahwa, secara signifikan, toleransi outgroup memediasi hubungan

positif antara moderatitas politik Islam dan rekonsiliasi, baik pada aspek

rekonsiliasi kognisi dengan efek tidak langsung: β = .25, SE = .06, p = 001, 95%

CI [.137, .354], kekuatan = 1,00, juga pada aspek rekonsiliasi emosi, efek tidak

langsung: β = .23, SE = .05, p <.001, 95% CI [.133, .324], kekuatan = 1,00.

Toleransi kelompok luar juga secara signifikan memediasi hubungan positif

antara moderatitas politik Islam dan aspek-apek rekonsiliasi lainnya termasuk

kerja sama antarkelompok, efek tidak langsung: β = .19, SE = .04, p <.001, 95%

CI [.104, .267] , power = 1,00, kesediaan untuk meminta maaf, efek tidak

langsung: β = .15, SE = .04, p <.001, 95% CI [.080, .225], power = 1.00,

pemberdayaan kelompok luar, efek tidak langsung: β = .19, SE = .04, p <.001,

95% CI [.104, .267], daya = 1.00, dan dukungan untuk tindakan reparatif, efek

tidak langsung: β = .18, SE = .05, p <. 001, 95% CI [.089, .270], daya = 1,00.

Dengan demikian,  hipotesis 3b yang menyatakan bahwa toleransi kelompok luar

adalah mediator yang signifikan pada hubungan positif antara moderatitas

politik Islam dan kecenderungan rekonsiliasi dalam penelitian ini berhasil

dibuktikan (diterima).
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BAB IV

PEMBAHASAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

sentral dengan cara apa moderat politik Islam membuat Muslim menjadi lebih toleran

terhadap non-Muslim, dan lebih bersedia untuk mendamaikan konflik antar Muslim

dengan non-Muslim. Pertanyaan tersebut terformulasikan alam rumusan hipotesis yang

telah terjawab di uraian bab 3 laporan ini. Pada bab 4 ini akan dibahas terkait dengan

analisis hasil temuan yang tersaji dalam bab 3. Teori-teori yang relevan, tentunya

digunakan menganalisis hasil-hasil temuan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa moderatitas politik Islam memicu

tingkat orang yang yang memiliki nested-identity yang tinggi, sehingga pada akhirnya

membuat umat Islam lebih toleran terhadap non-Muslim. Toleransi kelompok luar,

seperti yang dihipotesiskan, memiliki pengaruh terhadap rekonsiliasi (pada semua

aspeknya). Aspek-aspek rekonsiliasi tersebut meliputi; rekonsiliasi kognisi (yaitu,

kepercayaan antar kelompok, pengambilan perspektif), rekonsiliasi emosi (yaitu, rasa

bersalah dan rasa malu kolektif), kerjasama antar kelompok, kesediaan untuk meminta

maaf, pemberdayaan kelompok luar, dan dukungan untuk tindakan reparative.  Akhirnya

toleransi terhadap non-Muslim memediasi peran moderat politik Islam dalam

memunculkan kecenderungan rekonsiliasi.

A. Moderasi Islam menjadi prediktor positif toleransi umat Islam terhadap non-

Muslim.

Toleransi dan moderasi adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Sangat penting

mengembangkan nilai-nilai toleran dan moderat untuk mengatasi persoalan umat
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seperti radikalisasi keagamaan, kekerasan atas nama agama, pengafiran pihak lain,

sikap ekstrim, fanatisme berlebihan. (Simanjuntak, 2013).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model struktural menghasilkan

kecocokan yang sangat baik dalam membuktikan hipotesis yang bebunyi: “Moderasi

Islam secara positif memiliki hubungan yang positif dengan toleransi terhadap

kelompok luar.

Keterhubungan antara 2 variabel ini, sejalan dengan penejelasan yang

diungkapkan oleh Quraish Shihab  (2000) yang mana beliau melihat bahwa dalam

moderasi (wasathiyyah) terdapat pilar-pilar penting yakni; Pertama, Pilar keadilan,

Pilar Keseimbangan, dan Pilar Toleransi. Sebagai pilar dari moderasi, toleransi

diidentifikasikan sebagai sikap tidak adanya paksaan untuk seseorang memeluk

agama Islam. Hal  ini dilandasi oleh pesan  agama Islam itu sendiri,  bahwa Allah

menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam

yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan

menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut

keyakinan agama Islam. Tidak ada paksaan dalam menganut agama karena telah jalan

yang lurus. Itu sebabnya orang gila dan orang yang belum dewasa atau tidak

mengetahui tuntunan agama tidak berdosa jika melanggar atau menganutnya, karena

jalan jelas itu belum diketahuinya. Namun, juga perlu diingat bahwa orang yang

memiliki potensi mengetahui tetapi tidak mau mencari pengetahuan, maka itu juga

tidak benar, karena dia akan dituntut karena menyia-nyiakan potensinya. (Shihab,

2000)

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Artinya, jika seseorang telah
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memilih satu akidah, misalkan agama Islam, maka otomatis dia terikat dengan

tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia

terancam sanksi bila melanggar ketetapannya. Dia tidak boleh berkata, “Allah telah

memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau nikah”, karena bila dia

telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya. (Shihab,

2000)

Pada konteks Indonesia tentu saja perlu adanya penerapan moderatisme Islam

yang lebih luas terutama bagi umat non-muslim. Melakukan aneka kebajikan bagi

non-muslim dibenarkan selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam

kecuali bagi mereka yang jelas-jelas memerangi dan peperangan yang disebabkan

kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak termasuk

pula siapapun yang secara faktual memerangi umat Islam. Adapun jika mereka

bersikap damai, Islam tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga

berusaha melakukannya. (Shihab, 2000). Demikian pula dalam konteks penelitian ini,

dimana kelompok luar yang diamsksud adalah non- Muslim, karena responden dalam

penelitian ini adalah muslim, maka sikap-sikap toleransi yang dijelaskan di atas

sangat relevan dengan sikap moderat seorang muslim. Hal ini menegaskan bahwa

adanya hubungan yang positif antara sikap moderat dengan sikap toleransi.

B. Peran Moderat Politik Islam Dalam Memprediksi Secara Positif Toleransi Umat

Islam Terhadap Non-Muslim Akan Dimediasi Oleh Nested-Identity Yang

Tinggi.

Menjawab pertanyaan penelitian ini, yiatu “dengan cara apa moderat politik
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Islam membuat Muslim menjadi lebih toleran terhadap non-Muslim?”, maka

hipotesis yang kedua dirumuskan dan berhasil dibuktikan untuk menjawab

pertanyaan tersebut. Hipotesis kedua dari penelitian ini berbunyi: “Peran moderat

politik Islam dalam memprediksi secara positif toleransi umat Islam terhadap non-

Muslim akan dimediasi oleh nested-identity yang tinggi” . Hipotesis ini berhasil

dibuktikan. Orang (seorang Muslim) yang memiliki identitas nasional yang tinggi

dalam hubungannya dengan identitas keagamaan dan kesukuan mereka (nested-

identity yang tinggi) mereka, maka akan semakin besar kemungkinan mereka toleran

terhadap kelompok lain (non-Muslim).

Terminologi identitas nasional pada dasarnya merupakan aplikasi spesifik dari

konstruk identitas sosial (Burhan &sani, 2013). Identitas sosial sendiri merupakan

terminologi yang menggambarkan derajat kelekatan seseorang terhadap kelompok di

mana dirinya bernaung atau berafiliasi (Tajfel & Turner, 1979). Konsep identitas sosial

ini dapat diaplikasikan pada afiliasi seseorang terhadap kelompok apapun (e.g., anggota

geng motor, warga desa, kelompok belajar, etnis, dsb.), termasuk keanggotaannya

sebagai warga sebuah negara. Derajat kelekatan yang dirasakan seseorang terhadap

negaranya disebut sebagai identitas nasional (Phinney, Devich-Navarro, 1997). Sama

seperti identitas sosial terhadap unit-unit kelompok lainnya, identitas nasional dapat

mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku, khususnya dalam

rangka membela dan mempromosikan kelompoknya (Ellemers, Spears, & Doosje,

1999).

Penelitian ini telah membuktikan bahwa moderatitas Islam dapat

menumbuhkan perasaan nested-identity seorang Muslim pada tingkat tinggi (di

mana identitas nasional mereka harus ditempatkan lebih tinggi secara hierarkis dan
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dianggap lebih inklusif daripada identitas Islam mereka). Secara bersama-sama, pula

keduanya (moderatitas Islam dan nested-identity tingkat tinggi) meningkatkan

toleransi kelompok luar (non-Muslim). Disini peran nested-identity tingkat tinggi

menjadi variabel moderator yang bisa menjadi katalisator bagi hubungan moderasi

Islam dan toleransi.

C. Kecenderungan rekonsiliasi Muslim terhadap non-Muslim akan diprediksi

secara positif oleh toleransi kelompok luar (Hipotesis 3a) dan Toleransi

outgroup akan memediasi hubungan positif antara moderatisme politik Islam

dan kecenderungan rekonsiliasi (Hipotesis 3b).

Temuan empiris ini dari penelitian menunjukkan bahwa moderasi Islam dapat

membuka jalan bagi umat Islam untuk memiliki sikap positif terhadap perdamaian

dan rekonsiliasi dengan non-Muslim. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan

dalam hipotesis 3a, dimana  “Kecenderungan rekonsiliasi Muslim terhadap non-

Muslim akan diprediksi secara positif oleh toleransi kelompok luar”, dan sekaligus

hipotesis 3b, “Toleransi outgroup akan memediasi hubungan positif antara

moderatisme politik Islam dan kecenderungan rekonsiliasi”.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menyelidiki

rekonsiliasi dalam konteks hubungan Muslim dengan non-Muslim di mana

kelompok pertama digambarkan sebagai kelompok mayoritas yang abadi, sedangkan

non-Muslim sebagai kelompok minoritas yang menjadi korban. Mengekspresikan

perasaan bersalah dan malu, serta permintaan maaf menandakan pengakuan

kesalahan, yang sering dialami sebagai permusuhan karena mereka dapat

mengancam identitas positif atau reputasi kelompok pelaku (Rotella & Richeson,
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2013).

Demikian juga, membangun kepercayaan dan kerja sama antar kelompok

dapat menjadi tantangan ketika status kelompok yang berinteraksi (mis. Mayoritas vs

minoritas) tidak merata (Fisher, 2016).). Selain itu, melakukan tindakan reparatif

untuk kelompok korban menuntut karena menyiratkan bahwa pelaku bersedia untuk

berbagi kekuasaan dan prestise ekonomi mereka dengan kelompok korban, misalnya

melalui kompensasi finansial (Mashuri et al., 2018). Argumen ini diambil untuk

menyarankan bahwa mayoritas sangat prihatin atas mempertahankan status quo yang

dinikmati, yang membuat membujuk kelompok ini untuk mendukung rekonsiliasi

bukan upaya yang mudah (Iyer & Leach, 2010). Temuan dalam penelitian ini bahwa

toleransi outgroup adalah prediktor positif dari kecenderungan rekonsiliasi karena itu

patut dicatat.

Dalam hal ini, toleransi Muslim terhadap non-Muslim dapat mengatasi

hambatan defensif, yang mendorong kelompok pertama untuk meningkatkan

dukungannya untuk melakukan rekonsiliasi dengan kelompok yang terakhir.

Beberapa sarjana (misalnya, Doosje et. Al., 2016; Jan Willem & Krouwel, 2019)

berpendapat bahwa satu fitur utama dari kaum radikal, yang membuat mereka

berbeda dari kaum moderat, adalah mereka menganggap norma, nilai, budaya, atau

ideologi. dari mereka sendiri sebagai lebih unggul dari yang lain. Fitur-fitur ini

meningkatkan kemungkinan bahwa kaum radikal lebih dari yang moderat

menunjukkan toleransi kelompok yang lebih sedikit karena terlibat dalam kerentanan

mereka untuk merendahkan kelompok-kelompok luar yang dianggap memiliki

pandangan dunia yang berbeda (van Prooijen, Krouwel, Boiten, & Eendebak, 2015).
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Berbicara dengan sudut pandang ini, moderasi Islam dalam penelitian saat ini

meningkatkan rasa identitas bertingkat tinggi Muslim yang mencerminkan

bagaimana mereka melihat identitas nasional mereka secara hierarkis lebih tinggi,

serta lebih inklusif daripada identitas ingroup Islam mereka. Ini menyiratkan

bagaimana moderatitas Islam mengurangi persepsi umat Islam bahwa identitas

mereka yang Islami dan ingroup lebih unggul dibandingkan dengan identitas

nasional mereka, dari mana toleransi kelompok ini terhadap non-Muslim kemudian

berkembang.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian ini serta analisis dna pembahasannya, maka

disimpulkan bahwa:

1. Moderasi Islam menjadi prediktor positif toleransi umat Islam terhadap non-

Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model struktural

menghasilkan kecocokan yang sangat baik dalam membuktikan hipotesis yang

bebunyi: “Moderasi Islam secara positif memiliki hubungan yang positif

dengan toleransi terhadap kelompok luar.

2. Peran moderat politik Islam dalam memprediksi secara positif toleransi umat

Islam terhadap non-Muslim akan dimediasi oleh nested-identity yang tinggi.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa moderatitas Islam dapat

menumbuhkan perasaan nested-identity seorang Muslim pada tingkat tinggi

(di mana identitas nasional mereka harus ditempatkan lebih tinggi secara

hierarkis dan dianggap lebih inklusif daripada identitas Islam mereka). Secara

bersama-sama, pula  keduanya (moderatitas Islam dan nested-identity tingkat

tinggi) meningkatkan toleransi kelompok luar (non-Muslim). Disini peran

nested-identity tingkat tinggi menjadi variabel moderator yang bisa menjadi

katalisator bagi hubungan moderasi Islam dan toleransi.

3. Kecenderungan rekonsiliasi Muslim terhadap non-Muslim akan diprediksi

secara positif oleh toleransi kelompok luar (Hipotesis 3a) dan Toleransi
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outgroup akan memediasi hubungan positif antara moderatisme politik Islam

dan kecenderungan rekonsiliasi (Hipotesis 3b).

Temuan empiris ini dari penelitian menunjukkan bahwa moderasi Islam dapat

membuka jalan bagi umat Islam untuk memiliki sikap positif terhadap

perdamaian dan rekonsiliasi dengan non-Muslim. Hal ini sesuai dengan apa

yang dirumuskan dalam hipotesis 3a, dimana  “Kecenderungan rekonsiliasi

Muslim terhadap non-Muslim akan diprediksi secara positif oleh toleransi

kelompok luar”, dan sekaligus hipotesis 3b, “Toleransi outgroup akan

memediasi hubungan positif antara moderatisme politik Islam dan

kecenderungan rekonsiliasi”.

B. Saran

1. Bagi penelitian berikutnya

Salah satu fokus dari penelitian ini adalah pada moderatitas politik Islam.

Literatur yang ada (Hilmy, 2013; Kamali, 2015), bagaimanapun, menunjukkan

bahwa ada komponen lain dari moderatitas Islam selain moderat politik Islam.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, studi di masa depan dapat melengkapi moderat

politik Islam dengan komponen lain dari moderat Islam. Langkah ini penting

untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana berbagai

bentuk moderatitas Islam berdampak pada toleransi kelompok luar Muslim dan

kecenderungan rekonsiliasi.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana

mempertimbangkan identitas nasional dalam tatanan yang lebih tinggi vis-à-vis

identitas Islam memunculkan toleransi umat Islam terhadap non-Muslim. Apa



70

yang dapat diturunkan dari pengamatan ini adalah bahwa menempatkan identitas

nasional secara vertikal lebih tinggi dan menempatkannya sebagai identitas yang

lebih inklusif berbeda dengan identitas Islam memiliki kelebihan dalam

mendorong umat Islam menuju hubungan damai dengan non-Muslim. Namun,

identitas inklusif dapat direspon dengan perlawanan terutama di antara orang-

orang yang sangat mengidentifikasi dengan ingroup mereka (Dovidio, Gaertner,

& Saguy, 2008) dan ketika identitas ingroup dianggap berada di bawah ancaman

(Hornsey & Hogg, 2000). Untuk memverifikasi gagasan ini, penelitian di masa

depan dapat menilai identifikasi Islam dan persepsi ancaman terhadap identitas

subkelompok ini untuk menguji peran mereka dalam menentukan sejauh mana

identitas bersarang tingkat tinggi optimal atau suboptimal dalam mempromosikan

toleransi kelompok luar Muslim dan kecenderungan rekonsiliasi.

2. Bagi Para pembuat kebijakan

Implikasi praktis, bagi para pembuat kebijakan harus menyusun program

untuk menginternalisasi dan mempertahankan moderatitas politik Islam di

kalangan umat Islam, mengingat perannya sebagai anteseden positif dari toleransi

umat Islam dan, pada akhirnya, kecenderungan rekonsiliasi terhadap non-Muslim.

Namun, untuk melakukannya, ada tantangan tertentu yang perlu diatasi. Salah

satu tantangannya adalah bahwa program-program semacam itu mungkin

ditentang oleh Muslim yang sudah memiliki kepercayaan radikal. Mengubah

keyakinan radikal Muslim menjadi keyakinan moderat sangat sulit, yang

membuat beberapa upaya deradikalisasi tidak berhasil (Horgan & Braddock,

2010). Pendekatan pencegahan karenanya sangat penting untuk menanamkan
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moderatitas Islam yang dapat membantu umat Islam memiliki ketahanan yang

memadai terhadap radikalisme agama atau ekstremisme. Pendidikan karakter

dalam hal ini memiliki relevansi tinggi di mana siswa Muslim diajarkan tentang

bagaimana sikap moderat menjadi nilai inti, moralitas, dan ideologi Islam

(Shamsul, 2005). Dengan kurikulum seperti itu, pendidikan karakter.
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